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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 Happiness is not how much money we have, but how much time we can be 
thankful. (Kebahagiaan bukanlah seberapa banyak uang yang kita miliki 
namun seberapa banyak kita mampu bersyukur). 
 Learn from the mistakes in the past, try by using a different way, and always 
hope for a successful future. (Belajarlah dari kesalahan di masa lalu, 
mencoba dengan cara yang berbeda, dan selalu berharap untuk sebuah 
kesuksesan di masa depan). 
 
PERSEMBAHAN 
Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan skripsiku untuk: 
 Bapak dan Ibuku yang telah memberikan dukungan moril maupun materi 
serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesanku, karena tiada kata seindah 
lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a dari orang tua.  
 Almamater Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang 
menjadi kebanggaanku.  
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ABSTRAK 
 
Syah Jauhar Nafis, NPM. 4315500166 “Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, 
Pelayanan Fiskus, Tingkat Kepatuhan Dan Self Assesment System Terhadap 
Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak 
Badan.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal 2019. 
Tujuan penelitian yaitu: 1) menganalisis pengaruh penyuluhan perpajakan 
terhadap preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak 
badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 2) menganalisis pengaruh 
pelayanan fiskus terhadap preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan 
bagi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 3) menganalisis 
pengaruh tingkat kepatuhan terhadap preferensi tentang pemenuhan kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.      
4) menganalisis pengaruh self assesment system terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal. 
Hasil penelitian yaitu: 1) terdapat pengaruh yang positif antara penyuluhan 
perpajakan terhadap preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 
wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dibuktikan 
nilai koefisien regresi sebesar 0,048 (bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 
0,001 < 0,05. 2) terdapat pengaruh yang positif antara pelayanan fiskus terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dibuktikan nilai koefisien regresi 
sebesar 0,542 (bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.            
3) terdapat pengaruh yang positif antara tingkat kepatuhan terhadap preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dibuktikan nilai koefisien regresi sebesar 
0,497 (bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 4) terdapat 
pengaruh yang positif antara self assesment system terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Tegal. Hal ini dibuktikan nilai koefisien regresi sebesar 0,056 
(bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
 
Kata Kunci : Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi 
Wajib Pajak Badan; Penyuluhan Perpajakan; Pelayanan Fiskus; 
Tingkat Kepatuhan; Self Assesment System. 
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ABSTRACT 
 
Syah Jauhar Nafis, NPM. 4315500166 "The Influence of Taxation 
Counseling, Fiscal Services, Compliance Levels and Self Assessment System 
Against Preferences concerning Fulfillment of Tax Obligations for Corporate 
Taxpayers." Faculty of Economics and Business, Pancasakti University Tegal 
2019. 
The research objectives are: 1) analyzing the influence of taxation 
counseling on preferences regarding the fulfillment of tax obligations for 
corporate taxpayers in the Tegal Pratama Tax Office. 2) analyze the influence of 
tax authorities services on preferences regarding fulfillment of tax obligations for 
corporate taxpayers in the Tegal Pratama Tax Office. 3) analyze the influence of 
the level of compliance with preferences regarding the fulfillment of tax 
obligations for corporate taxpayers in the Tegal Pratama Tax Office. 4) analyze 
the influence of the self assessment system on preferences regarding the 
fulfillment of tax obligations for corporate taxpayers in the Tegal Pratama Tax 
Office. 
The results of the study are: 1) there is a positive influence between tax 
counseling on preferences regarding the fulfillment of tax obligations for 
corporate taxpayers at the Tegal Pratama Tax Office. This is evidenced by the 
regression coefficient of 0.048 (positive value) and the significance value of 0.001 
<0.05. 2) there is a positive influence between the services of tax authorities on 
preferences regarding the fulfillment of tax obligations for corporate taxpayers at 
the Tegal Pratama Tax Office. This is evidenced by the regression coefficient of 
0.542 (positive value) and the significance value of 0.000 <0.05. 3) there is a 
positive influence between the level of compliance with preferences regarding the 
fulfillment of tax obligations for corporate taxpayers in the Tegal Pratama Tax 
Office. This is evidenced by the regression coefficient of 0.497 (positive value) 
and significance value of 0,000 <0.05 4) there is a positive influence between the 
self assessment system on preferences regarding the fulfillment of tax obligations 
for corporate taxpayers in the Tegal Pratama Tax Office. This is evidenced by the 
regression coefficient of 0.056 (positive value) and the significance value of 0,000 
<0.05. 
 
Keywords : Preferences About Fulfilling Tax Obligations for Corporate 
Taxpayers; Tax Extension; Ministry of Fiscal; Compliance Level; 
Self Assessment System. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Dalam rangka untuk memajukan sistem perekonomian suatu negara melalui 
pembangunan nasional, faktor pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara (APBN) memegang peranan yang sangat penting. Anggaran pendapatan 
dan belanja negara (APBN) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah 
yang ditetapkan menurut undang-undang, dilaksanakan secara terbuka serta 
bertanggung jawab sebesar–besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pada dasarnya 
APBN bukan hanya menyangkut keputusan ekonomi saja, tetapi juga menyangkut 
keputusan politik. Hal ini bisa dilihat dari peranan Dewan Perwakilan Rakyat 
(DPR) dalam menyetujui dan mengawal jalannya APBN. Dewan Perwakilan 
Rakyat melalui hak legislasinya akan melakukan penganggaran dan pengawasan 
APBN agar dapat berjalan secara efektif dan efisien (Hartati, 2015:8).  
Demi suksesnya penyelenggaraan negara melalui pembiayaan negara dan 
pembangunan nasional, maka fungsi penerimaan APBN yang dikelola pemerintah 
perlu dimaksimalkan. Secara umum sumber penerimaan APBN berasal dari dua 
sumber utama yaitu sumber penerimaan pajak dan sumber penerimaan bukan 
pajak. Sumber penerimaan pajak meliputi pajak penghasilan migas dan nonmigas 
dari dalam dan luar negeri. Sementara sumber penerimaan APBN bukan pajak 
berasal dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, serta 
penerimaan hibah dari negara lain (Waluyo, 2013:5).  
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Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara (APBN). Sebesar 80% lebih penerimaan APBN bersumber dari 
pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Oleh karena itu, pemerintah terus 
berupaya menaikan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, agar program 
pemerintah guna menjalankan roda kepemerintahan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Namun kenyataannya, dalam perjalanan 
pemungutan pajak oleh penyelenggara pajak terdapat masih kurangnya kesadaran 
dan kepedulian masyarakat Indonesia dalam membayar pajak, hingga menyebabkan 
kurang efektivitasnya penerimaan pajak (Resmi, 2015:275).  
Salah satu penyelanggara pemungutan pajak sebagai wakil pemerintah di 
wilayah kerja Kota Madya Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes adalah 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal. KPP Kota Tegal termasuk 
koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Menurut data laporan tahunan 
KPP Pratama Kota Tegal tercatat data prosentase atau rasio penerimaan pajak 
penghasilan badan dari tahun 2015 sampai 2018 berturut-turut sebesar 55,97% ; 
55,32% ; 59,01% ; dan 59,39% . Data ini merupakan perbandingan SPT Tahunan 
badan (wajib pajak yang telah membayar) terhadap wajib pajak terdaftar SPT 
Badan. Jika diamati nilai rasio penerimaan PPh badan selama periode tahun 2015-
2018 terus mengalami kenaikan, akan tetapi belum pernah menyentuh rasio 
sampai 70%. Dengan demikian fungsi penerimaan PPh badan belum dikatakan 
berjalan efektif. Hal ini juga telah membuktikan masih kurangnya kepedulian dan 
kesadaran wajib pajak badan di wilayah KPP Pratama Kota Tegal ini selama 
periode tahun 2015-2018 (KPP Pratama Kota Tegal, 2019).  
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Tidak efektifnya penerimaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh 
KPP Pratama Kota Tegal dalam kurun waktu selama 4 tahun terakhir ini, pada 
dasarnya dapat dipengaruhi oleh penyuluhan pajak. Pada dasarnya upaya 
pemberian informasi melalui kegiatan penyuluhan guna membangun kesadaran 
masyarakat memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut benar-benar 
matang dan dilakukan secara kontinue. Jika aparatur pajak melakukan tindakan 
yang matang dan kontinue dalam mendidik masyarakat, dipastikan tingkat rasio 
penerimaan pajak penghasilan badan tercapai targetnya (Widodo, 2010:167).  
Tingkat rasio penerimaan pajak penghasilan badan juga dipengaruhi oleh 
pelayanan yang diberikan pihak fiskus. Pelayanan merupakan suatu tindakan yang 
dilakukan pihak fiskus atau penyelenggara pelayanan dengan menawarkan 
kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi membayar pajak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. Kinerja pelayanan yang baik dari Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Kota Tegal dalam memberikan pelayanan pada masyarakat akan membawa 
dampak positif bagi penerimaan pajak (Widodo, 2010:153). 
Salah satu faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi tingkat 
penerimaan pajak penghasilan adalah tingkat kepatuhan masyarakat membayar 
pajak. Tingkat kepatuhan ini merupakan bukti nyata wajib pajak telah membayar 
pajak. Artinya wajib pajak tidak hanya mendaftarkan diri saja kemudian tidak 
membayar pajak, namun harus disertai dengan bukti nyata. Konteks kepatuhan 
mengandung pengertian bahwa wajib pajak telah berusaha untuk mematuhi 
peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun 
melaksanakan hak perpajakannya (Widodo, 2010:69).  
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Faktor self assessment system juga dapat mempengaruhi rasio penerimaan 
pajak penghasilan badan di KPP Pratama Kota Tegal. Self assessment system 
adalah merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib 
pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya 
sesuai ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, 
inisiatif dan kegiatan menghitung serta pemungutan pajak berada ditangan wajib 
pajak. Penerapan sistem pemungutan pajak self assessment system di Indonesia ini 
pada dasarnya bertujuan untuk membangun kesadaran secara penuh wajib pajak 
untuk membayar pajak (Hartati, 2015:11).  
Penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak badan juga dilakukan 
oleh peneliti terdahulu yaitu Cahyono (2017), Putriani dan Budiartha (2016), 
Harris; Topowijono & Sulasmiyati (2016), Soraya dan Suhendar (2015) dan 
Wulandari (2015). Dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel independen 
yang berasal dari peneliti terdahulu. Variabel penyuluhan pajak berasal dari 
penelitian Putriani dan Budiartha (2016). Variabel pelayanan fiskus berasal dari 
penelitian Cahyono (2017) dan Putriani dan Budiartha (2016). Variabel tingkat 
kepatuhan berasal dari penelitian Cahyono (2017), Soraya dan Suhendar (2015) 
dan Wulandari (2015). Sementara variabel self assessment system hanya berasal 
dari penelitian Harris; Topowijono & Sulasmiyati (2016).   
Berdasarkan penjelasam tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji 
lebih jauh penelitian yang berjudul : “Pengaruh Penyuluhan Pajak, Pelayanan 
Fiskus, Tingkat Kepatuhan dan Self Assesment System Terhadap Preferensi 
Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan.” 
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B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan tersebut 
diatas, maka peneliti dapat membuat perumusan masalah sebagai berikut : 
1. Apakah terdapat pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal ? 
2. Apakah terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal ? 
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepatuhan terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal ? 
4. Apakah terdapat pengaruh self assesment system terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal ? 
 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Menganalisis pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
b. Menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
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c. Menganalisis pengaruh tingkat kepatuhan terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
d. Menganalisis pengaruh self assesment system terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan 
peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atau rujukan dalam penelitian 
mereka. Hasil penelitian ini mudah-mudahan dapat memberikan ilmu 
pengetahuan baru, memperluas wawasan berkaitan dengan pajak bagi 
kalangan akademisi maupun kalangan praktisi.  
b. Manfaat Praktis 
1) Bagi KPP Pratama 
Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan 
dalam pengambilan keputusan manajemen di KPP Pratama Kota 
Tegal. Pengambilan keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan 
penerimaan pajak badan di wilayah kerja KPP Pratama Kota Tegal. 
Peneliti juga berharap adanya peningkatan penyuluhan pajak secara 
kontinue, peningkatan pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan, 
peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memberikan motivasi, 
pengetahuan, keterampilan dalam sistem self assesment system. 
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2) Bagi Wajib Pajak 
Secara praktis penelitian ini diharapkan membawa dampak 
positif bagi para wajib pajak badan terutama berkaitan dengan 
tingkat kepatuhan dan sistem self assesment system. Para wajib pajak 
diharapkan semakin patuh dalam membayar pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan yang berlaku. Para wajib pajak bisa melakukan 
pendaftaran sendiri, menghitung sendiri dan melaporkan kekayaan 
sendiri dengan kejujuran hati. Wajib pajak menyadari sepenuhnya 
terhadap arti pentingnya pembiayaan negara dan pembangunan 
nasional untuk kepentingan penyelenggaraan negara, kemakmuran 
rakyat dan memajukan perekonomian negara.  
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Landasan Teori 
1. Teori Bakti 
Menurut Resmi (2014:12) menyatakan teori bakti atau teori kewajiban 
mutlak ini didasari paham organisasi negara (organische staatsleer) bahwa 
negara sebagai suatu organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan 
kepentingan umum. Negara harus mengambil tindakan atau keputusan yang 
diperlukan, termasuk keputusan dalam bidang pajak. Menurut sifat ini, negara 
mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar 
pajak sebagai tanda baktinya.  
Teori ini berpendirian bahwa tanpa negara, individu tidak mungkin 
hidup bebas berusaha di negara. Oleh karena itu, negara memiliki hak mutlak 
untuk memungut pajak. Tanpa negara, individupun tidak ada, dan pembayaran 
pajak oleh individu kepada negara dipandang sebagai tanda pengorbanan atau 
tanda baktinya kepada negara.  
Teori ini terlalu menitikberatkan kepada negara, yaitu individu seolah-
olah tidak dapat hidup tanpa negara, tetapi negara dapat hidup tanpa individu. 
Padahal, realitasnya tidak demikian sebab negara pun tidak mungkin hidup 
atau ada tanpa individu. 
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2. Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:30), menyebutkan pajak 
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum. 
Menurut Smeeths dalam Hartati (2015:28) memberikan definisi 
pajak sebagai prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma 
umum, dan dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat 
ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya membiayai pengeluaran 
pemerintah.  
Berdasarkan beberapa pengertian para ahli tersebut diatas, maka 
diperoleh pengertian secara lebih luas dari pajak, artinya memperoleh 
sejumlah uang atau barang oleh penguasaan publik dari rumah tangga 
swasta dengan menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan 
ekonomis menurut aturan atau norma-norma yang ditetapkan olehnya. 
Pungutan ini dapat dibagi ke dalam pajak dan retribusi. Manfaat yang 
diterima karena pembayaran pajak diantaranya adalah berupa sarana dan 
prasarana jalan, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sebagainya. 
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b. Fungsi Pajak 
Menurut Sudirman dan Amirudin (2016:3), menyebutkan bahwa 
pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada 
realisasi. Namun demikian pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya 
adalah sebagai berikut ini :  
1) Fungsi Pendapatan  
Pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. 
Pajak merupakan suatu sumber atau alat untuk memasukan uang ke 
kas negara sesuai dengan peraturan. Menurut fungsi ini, pajak 
digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan. 
Apabila masih terdapat sisa, maka dapat digunakan untuk membiayai 
investasi pemerintah. 
2) Fungsi Stabilitas  
Melalui penerimaan pajak, maka pemerintah dapat mengatur 
kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di 
bidang ekonomi. Misal pemerintah bermaksud menstabilkan harga 
TV produk dalam negeri. Strategi untuk menekan harga TV tersebut, 
impor komponennya tidak dikenakan pajak. Dengan cara seperti itu, 
harga TV buatan dalam negeri menjadi lebih murah. Begitu juga 
halnya untuk mengurangi kepemilikan barang-barang mewah yang 
dapat menimbulkan kesenjangan sosial pada masyarakat. Terhadap 
barang-barang mewah tersebut, pemerintah mengenakan tarif pajak 
yang lebih tinggi.  
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3) Fungsi Pemerataan  
Peranan pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi. Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan, 
maka diperlukan dana untuk membiayai pembangunan. Pajak adalah 
salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pembangunan sarana 
dan prasarana perlu dilakukan dengan tujuan untuk mendorong 
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, 
sehingga pemerataan pembangunan dapat dicapai. 
 
c. Asas-Asas Pemungutan Pajak  
Menurut Waluyo (2013:13) menyebutkan bahwa dalam mencapai 
tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan 
dalam memilih alternatif pemungutannya, sehingga terdapat keserasian 
pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi 
yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Asas-asas pemungutan 
pajak sebagaimana yang dikemukakan Adam Smith menyatakan bahwa 
pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada asas-asas berikut.  
1) Equality  
Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak 
dikenakan pada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan 
membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil 
dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk 
pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan 
manfaat yang diminta.  
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2) Certainty  
Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh 
karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti 
besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu 
pembayaran.  
3) Convenience  
Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai 
dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak. contoh: pada 
saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini 
disebut pay as you earn.  
4) Economy  
Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan 
kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, 
demikian pula beban yang ditanggung oleh wajib pajak. 
 
d. Kedudukan Hukum Pajak 
Menurut Sudirman dan Amirudin (2016:7), menyebutkan bahwa 
hukum Pajak adalah aturan atau undang-undang yang mengatur segala 
sesuatu yang terkait dengan pajak dan cakupan didalamnya yang meliputi 
hal bersangkutan tersebut. Adapun kedudukan hukum pajak merupakan 
sesuatu yang membahas bagaimana posisi atau kedudukan hukum pajak 
itu sendiri di antara hukum hukum yang ada.  
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Menurut Soemitro dalam Sudirman dan Amirudin (2016:7), hukum 
pajak memiliki kedudukan hukum yaitu sebagai berikut:  
1) Kedudukan Sebagai Hukum Perdata  
Kedudukan Hukum Pajak sebagai Hukum Perdata maksudnya 
adalah pajak itu mengatur hubungan antara satu individu dengan 
individu lainnya.  
2) Kedudukan Sebagai Hukum Publik  
Kedudukan Hukum Pajak sebagai hukum publik maksudnya 
adalah pajak itu mengatur hubungan antara pemerintah dengan 
rakyatnya dimana hukum ini dapat dildasifikasi lagi meliputi Hukum 
Tata Negara, Hukum Tata Usaha, Hukum Pajak, dan Hukum Pidana. 
 
Berdasarkan uraian tersebut, maka diperoleh disimpulkan bahwa 
kedudukan hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik. Peraturan 
publik atau umum yang dimaksud disini adalah hukum umum atau 
hukum lain yang sudah ada sebelumnya, sedangakan peraturan khusus 
dalam hal ini adalah hukum pajak (Lex Specialis derogar Lex Generalis). 
Selain itu, hukum pajak juga menganut paham imperative, yaitu paham 
yang menyatakan bahwa pelaksanaan tidak boleh ditunda. Lain halnya 
dengan hukum pidana yang menganut paham oportunitas, yakni paham 
yang menyatakan bahwa pelaksanaan bisa ditunda. 
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3. Pajak Penghasilan 
a. Pengertian Pajak Penghasilan 
Menurut Widodo (2010:118) menyebutkan bahwa pajak penghasilan 
merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan, 
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu 
tahun pajak. 
Menurut Mardiasmo (2016:163), menyebutkan undang-undang No. 
7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 
1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan 
terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.  
Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan 
Pajak Penghasilan terha-dap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan 
yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak 
tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. 
Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Un-
dang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak 
atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun 
pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam 
tahun pajak. 
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b. Subjek Pajak Penghasilan 
Menurut Resmi (2014:75) menyebutkan subjek pajak dari pajak 
penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk 
memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak 
penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan di indonesia mengatur 
pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.  
Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan jika menerima atau 
memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara 
objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak. Pasal UU Nomor 28 
Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang 
pribadi/badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 
pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.  
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek 
Pajak dikelompokkan sebagai berikut:  
1) Subjek Pajak orang pribadi.  
Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal 
atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.  
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2) Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, 
menggantikan yang berhak.  
Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan 
subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu 
ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai subjek 
pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan 
yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.  
3) Subjek Pajak badan.  
Badan merupakan sekumpulan orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan 
usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 
lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap.  
Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah 
merupakan subjek pajak tanpa memerhatikan nama dan bentuknya, 
sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya 
lembaga, badan, dan sebagainya yang dirniliki oleh pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah yang menjalankan usaha atau melakukan 
kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan subjek pajak.  
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4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).  
Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan 
oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang 
pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 
jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan 
tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha 
atau melakukan kegiatan di Indonesia.   
 
c. Karakteristik Pajak Penghasilan 
Menurut Hartati (2015:199) menyebutkan bahwa pajak penghasilan 
mempunyai karakter yang berbeda dibandingkan dengan pajak yang lain. 
Karakter ini berdasarkan sifat pengenaannya, sasaran pengenaannya, dan 
sifat administratif yang melekat pada pajak penghasilan. Karakteristik 
pajak penghasilan adalah sebagai berikut.  
1) Pajak Penghasilan sebagai Pajak Subjektif  
Sebagai pajak subjektif, pengenaan terhadap pajak penghasilan 
dititikberatkan pada keadaan dan kondisi subjek pajak. Subjek 
berarti pihak yang terhadapnya dikenakan kewajiban atau kepadanya 
beroleh hak yang diatur dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, 
subjek pajak adalah pihak yang secara hukum pajak mempunyai 
kewajiban melaksanakan kewajiban perpajakan dan memiliki hak-
hak dibidang perpajakan yang dijamin undang-undang perpajakan.  
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2) Pajak Penghasilan sebagai Pajak Langsung  
Sebagai pajak langsung, pajak penghasilan dibebankan secara 
langsung kepada subjek pajak. Pajak langsung adalah pajak yang 
dibayarkan langsung oleh penanggung pajak kepada pemerintah 
dengan tidak menggeser beban pajak kepada pihak lain. Dengan 
demikian, pada pajak langsung penanggung jawab pajak secara 
yuridis formal, penganggung beban ekonomis, dan tujuan akhir 
(destinasi) pengenaan pajak adalah pihak yang sama 
 
d. Objek Pajak Penghasilan 
Menurut Resmi (2014:75) menyebutkan objek pajak merupakan 
segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan 
pajak. Objek pajak penghasilan merupakan penghasilan, yaitu setiap 
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib 
pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang 
dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib 
pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.  
Berdasar pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan 
yang termasuk Objek Pajak adalah:  
1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; 
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2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; 
Dalam pengertian hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, 
dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah pertandingan 
olahraga, dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan penghargaan 
adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, 
misal imbalan yang diterima sehubungan dengan adanya penemuan 
benda-benda purbakala.  
3) Laba usaha;  
4) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta;  
5) Penerimaan kembali pernbayaran pajak yang dibebankan sebagai 
biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak; Contoh, pajak 
bumi dan bangunan yang sudah dibayar dan dibebankan sebagai 
biaya, karena sesuatu sebab dikembalikan, maka jumlah sebesar 
pengembalian tersebut merupakan penghasilan 
6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 
pengembalian utang; Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi 
dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila 
surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. Premium tersebut 
merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto 
merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.  
7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen 
dari perusahaan asuransi pada pemegang polis, dan pembagian sisa 
hasil usaha koperasi;  
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8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak; royalti adalah suatu 
jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan 
apapun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak. 
9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 
Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diperoleh dengan 
nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan penggunaan 
harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, 
sewa rumah, dan sewa gudang.  
10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala; Penerimaan berupa 
pembayaran berkala, misalnya "alimentasi" atau tunjangan seumur 
hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu.  
11) Keuntungan pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 
tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; Pembebasan 
utang oleh pihak yang berpiutang dianggap sebagai penghasilan bagi 
pihak yang semula berutang, sedangkan bagi pihak yang berpiutang 
dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, peraturan pemerintah dapat 
ditetapkan bahwa pembebasan utang debitur kecil misalnya Kredit 
Usaha Keluarga Prasejahtera (Kukesra), Kredit Usaha Tani (KUT), 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), kredit untuk perumahan sangat 
sederhana, serta kredit kecil lainnya sampai dengan jumlah tertentu 
dikecualikan sebagai Objek Pajak.  
12) Keuntungan selisih kurs mata uang asing;  
13) Selisih lebih karena penilaian kembali aset;  
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14) Premi asuransi;  
15) Iuran yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas 
wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;  
16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 
dikenakan pajak; Tambahan kekayaan neto merupakan akumulasi 
penghasilan baik yang telah dikenakan pajak dan yang bukan objek 
pajak serta yang belum dikenakan pajak. Apabila diketahui adanya 
tambahan kekayaan neto yang melebihi akumulasi penghasilan yang 
telah dikenakan pajak dan yang bukan objek pajak, maka tambahan 
kekayaan neto tersebut merupakan penghasilan.  
17) Penghasilan usaha berbasis syariah; Kegiatan usaha berbasis syariah 
memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan kegiatan usaha yang 
bersifat konvensional. Namun, penghasilan yang diperoleh dari 
kegiatan usaha berbasis syariah tersebut tetap merupakan objek 
pajak menurut undang-undang ini. 
18) Imbalan bungs sebagaimana dimaksud daiam undang-undang yang 
rnengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakar;  
19) Surplus Bank Indonesia. 
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4. Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  
a. Pengertian Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
Menurut Widodo (2010:118) menyebutkan bahwa pajak penghasilan 
merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi dan Badan, 
berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu 
tahun pajak. Sementara pengertian badan menurut Waluyo (2013:23), 
adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakukan usaha yang meliputi: perseroan terbatas, perseroan 
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan 
usaha milik daerah dengan nama dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan 
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk 
usaha tetap. 
Berdasarkan kedua pengertian tersebut diatas, maka peneliti dapat 
memberikan kesimpulan bahwa pengertian preferensi tentang pemenuhan 
kewajiban perpajakan adalah pendapat atau opini wajib pajak badan 
usaha (perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, 
badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau 
BUMD) berkenaan dengan kewajibannya dalam membayar pajak selama 
satu tahun pajak. 
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b. Dimensi Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
Menurut Mardiasmo (2016:301), menyebutkan berhasil tidaknya 
fungsi penerimaan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh aparatur 
pajak dapat diukur melalui preferensi wajib pajak sebagai berikut : 
1) Kesadaran dan pemahaman dalam membayar pajak.  
Beberapa faktor yang dapat membentuk kesadaran dan pemahaman 
dalam membayar pajak yaitu rasa nasionalisme tinggi, kepedulian 
pada bangsa dan negara, tingkat pengetahuan wajib pajak.  
2) Peraturan perpajakan.  
Penerapan peraturan perpajakan harus memenuhi beberapa unsur 
yaitu kejelasan, kesederhaan dan mudah dimengerti; penjelasan 
secara rinci peraturan perpajakan; adanya sanksi yang melanggar.  
3) Sistem administrasi pajak.  
Penerapan teknologi sistem administrasi hendaknya memenuhi unsur 
yaitu kemudahan dalam membayar pajak, menjadi prioritas utama 
pemerintah, sarana sistem administrasi yang tepat serta adanya kerja 
sama dengan banyak otlet pembayaran.  
 
5. Penyuluhan Pajak 
a. Pengertian Penyuluhan Pajak 
Menurut Widodo (2010:168) dalam bukunya yang berjudul 
“Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak” mengemukakan pengertian 
penyuluhan pajak sebagai berikut: “Penyuluhan pajak merupakan salah 
satu strategi memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak”. 
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Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 98/PJ/2011 
menyebutkan bahwa ”penyuluhan perpajakan merupakan suatu upaya 
dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan 
perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat dunia 
usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar 
terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakan”. 
Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2013 
menyebutkan bahwa penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan 
proses memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia 
usaha, dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, dapat diperoleh 
suatu kesimpulan bahwa penyuluhan pajak adalah usaha yang dilakukan 
oleh aparat pajak kepada wajib pajak dengan memberikan pembinaan dan 
pengarahan tentang perpajakan sehingga wajib pajak terdorong untuk 
paham dan peduli untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
 
b. Fokus Penyuluhan 
Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 98/PJ/2011 
menyebutkan bahwa penyuluhan bukan merupakan sebuah upaya atau 
proses yang bersifat reaktif dan tidak terencana melainkan harus disusun 
secara sistematis sehingga dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan 
baik. Dalam rangka mencapai tujuan penyuluhan maka kegiatan 
penyuluhan dibagi kedalam tiga fokus penyuluhan, sebagai berikut: 
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1) Kegiatan Penyuluhan bagi Calon Wajib Pajak 
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk membangun 
kesadaran (awareness) tentang perpajakan kepada para calon Wajib 
Pajak, meliputi: 
a) Kegiatan penyuluhan yang dimaksudkan untuk menjaring Wajib 
Pajak Baru apabila secara potensi subjek pajak dimaksud sudah 
memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak 
(PTKP); 
b) Kegiatan penyuluhan yang bersifat sebagai "investasi jangka 
panjang" apabila subjek pajak yang diberikan penyuluhan masih 
belum memiliki penghasilan di atas PTKP (contoh: mahasiswa 
atau pelajar). 
2) Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Baru 
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan untuk meningkatkan 
pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
bagi para Wajib Pajak Baru. Adapun definisi WP Baru adalah WP 
Orang Pribadi/Badan yang terdaftar sejak awal tahun sebelumnya 
yang: 
a) Belum menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pertama kali; 
b) Belum melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan 
(PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan 
Surat Setoran Pajak (SSP). 
 
26 
 
 
3) Kegiatan Penyuluhan bagi Wajib Pajak Terdaftar 
Merupakan kegiatan penyuluhan yang dilakukan kepada Wajib Pajak 
yang telah terdaftar diluar kategori WP Baru. Penyuluhan ini 
dimaksud untuk menjaga komitmen (commitment) WP untuk terus 
patuh. 
 
c. Cara Penyampaian Penyuluhan 
Menurut Widodo (2010:168) telah menyebutkan bahwa dalam 
melaksanakan kegiatan penyuluhan terbagi menjadi dua berdasarkan tata 
cara penyampaiannya yaitu sebagai berikut : 
1) Penyuluhan langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan dengan 
berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. 
Contoh penyuluhan langsung yaitu: seminar, workshop, bimbingan 
teknis, kelas pajak, dan sebagainya.  
2) Penyuluhan tidak langsung adalah kegiatan penyuluhan perpajakan 
kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi 
dengan peserta. Contoh kegiatan penyuluhan tidak langsung antara 
lain: kegiatan penyuluhan melalui radio atau televisi, penyuluhan 
melalui penyebaran buku atau booklet atau leaflet perpajakan”.  
Berdasarkan uraian diatas, pada intinya setiap penyampaian memiliki 
kelebihan masing-masing. Kelebihan penyuluhan langsung terletak pada 
penyampaian materi yang secara lebih detail, sedangkan penyuluhan 
tidak langsung memiliki kelebihan yaitu jumlah masyarakat yang dapat 
diedukasi melalui metode ini sangat luas. 
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6. Pelayanan Fiskus 
a. Pengertian Pelayanan Fiskus 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan adalah 
sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani 
adalah usaha membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan 
seseorang. Beberapa pengertian pelayanan dari beberapa sumber di 
antaranya adalah sebagai berikut : 
Menurut Widodo (2010:150) menyatakan bahwa layanan fiskus 
adalah adanya upaya untuk memberikan kemudahan dan selalu berlaku 
adil dalam administrasi perpajakan. Sementara pengertian pelayanan 
perpajakan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-
26/PJ/2011 Pasal 1 tentang Sarana Pengaduan Pelayanan Perpajakan 
adalah “Pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku”.  
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat 
diperoleh suatu kesimpulan bahwa pelayanan fiskus merupakan suatu 
tindakan yang dilakukan pihak fiskus atau penyelenggara pelayanan 
dengan menawarkan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi 
membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
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b. Dimensi Kualitas Pelayanan Fiskus 
Menurut Widodo (2010:150) menyatakan bahwa dalam kaitannya 
dengan indikator hubungan antara aparatur pajak dengan wajib pajak, 
maka pendekatan eksternal lebih memiliki korelasi. Hal ini berkaitan 
pula dengan kualitas Iayanan yang diberikan aparat pajak terhadap wajib 
pajaknya. Kualitas layanan terhadap wajib pajak dapat diidentifikasi 
dalam dimensi berikut:  
1) Tangibles: meliputi fasilitas fisik pelayanan pajak, perlengkapan, 
pegawai dan sarana komunikasi.  
2) Reliability (kehandalan): yakni kemampuan aparatur pajak untuk 
memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan.  
3) Responsiveness (ketanggapan): yaitu keinginan para aparat pajak 
untuk membantu wajib pajaknya dan memberikan pelayanan dengan 
tanggap.  
4) Assurance (kepastian): mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat 
dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak, bebas dari risiko dan 
sifat keragu-raguan dalam memutuskan.  
5) Emphaty (empati): meliputi kemudahan bagi wajib pajak dalam 
melakukan hubungan dengan aparatur pajak, komunikasi yang baik 
dan memahami kebutuhan wajib pajak. 
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7. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
a. Pengertian Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk  
atau patuh terhadap aturan atau ajaran. Kepatuhan merupakan motivasi 
seseorang, kelompok, atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu sesuai aturan yang telah ditetapkan. Perilaku kepatuhan seseorang  
merupakan hasil interaksi perilaku individu, kelompok dan organisasi. 
Menurut Resmi (2014:23) menyebutkan bahwa wajib pajak orang 
pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 
sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
Berdasarkan pengertian tersebut, maka diperoleh kesimpulan bahwa 
kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak 
memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakannya. Konteks kepatuhan 
dalam penelitian ini mengandung pengertian bahwa Wajib Pajak telah 
berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, 
baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya.  
 
b. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No  192/PMK.03/2007, 
Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori Wajib Pajak patuh jika telah 
memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:  
1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan yang 
meliputi kriteria yaitu : 
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a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 
3 (tiga) tahun terakhir,  
b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam 
tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak 
lebih dari  3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak 
berturut-turut; dan  
c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat telah disampaikan 
tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan 
Masa Masa Pajak berikutnya. 
2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali 
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak 
yang dimaksud adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahun 
sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk 
utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan. 
3) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga 
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa 
Pengecualian selama 3 tahun berturut-turut;  
4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang 
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.  
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c. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak 
Menurut Nurmantu dalam Widodo (2010:68) menyatakan bahwa 
wajib pajak yang memenuhi kriteria kepatuhan terdapat dua macam 
kepatuhan yaitu sebagai berikut:  
1) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak 
memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan 
undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal berkaitan dengan 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sesuai 
dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib 
pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek 
kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu 
wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan, ketepatan waktu 
dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan 
pembayaran pajak dengan tepat waktu. 
2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 
substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, 
yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan 
material dapat juga meliputi kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang 
memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib 
pajak yang mengisi dengan jujur, balk dan benar atas SPT tersebut 
sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang undang perpajakan 
dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu.  
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8. Self Assessment System  
a. Pengertian Self Assessment System 
Menurut Widodo (2010:148) menyebutkan bahwa self assessment 
system adalah merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang 
terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan undang-undang perpajakan 
yang berlaku.  
Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan menghitung serta 
pemungutan pajak berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap 
mampu menghitung pajak, mampu memahami peraturan perpajakan yang 
sedang berlaku, dan mernpunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari 
arti pentingnya membayar pajak. Wajib pajak diberikan kepercayaan 
menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan 
sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian, keberhasilan pemungutan 
pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri. 
Sistem pemungutan pajak self assessment system ini mempunyai 
arti bahwa pemberian kepercayaan sepenuhnya pada wajib pajak (dapat 
dibantu konsultan pajak) untuk menentukan penetapan besarnya pajak 
yang terutang sendiri dan kemudian melaporkan pembayaran pajak dan 
penghitungan pajak secara teratur jumlah pajak terutang dan yang telah 
dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
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b. Dimensi Self Assessment System 
Menurut Widodo (2010:149) menyebutkan self assessment system 
menyebabkan wajib pajak mendapat beban berat karena semua aktivitas 
pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri. 
Adapun kewajiban wajib pajak atau dimensi dalam self assessment 
system adalah sebagai berikut: 
1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak 
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke 
kantor pelayanan pajak (KPP) atau kantor penyuluhan potensi 
perpajakan (KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau 
kedudukan wajib pajak, dan bisa melalui e-register (media elektronik 
online) untuk diberikan nomor pokok wajib pajak (NPWP). 
2) Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak 
Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak 
terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara 
mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, 
memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut 
dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang 
dikenal sebagai kredit pajak (prepayment). 
3) Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak 
a) Membayar Pajak 
(1) Membayar sendiri pajak terutang: angsuran PPh pasal 25 
tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun. 
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(2) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 
4(2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain 
disini berupa pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak 
lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah. 
(3) Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang 
ditunjuk pemerintah. 
(4) Pembayaran pajak-pajak lain; PBB, BPHTB, bea materai. 
b) Pelaksanaan Pembayaran Pajak 
Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah 
maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat 
Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 
terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara 
elektronik (e-payment). 
c) Pemotongan dan Pemungutan  
Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, 
PPh final pasal 4 (2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPn BM 
merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, 
adapun PPN dikreditkan pada masa diberlakukan pemungutan 
dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan. 
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d) Pelaporan Dilakukan oleh Wajib Pajak  
Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai sarana bagi 
wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan 
penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, 
surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran 
atau pelunasan pajak, baik dilaksanakan wajib pajak sendiri 
maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang 
dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, 
dan pembayaran pemotongan yang telah dilakukan. 
 
c. Ciri-Ciri Self Assessment System  
Menurut Hartati (2015:9) menyebutkan bahwa self assessment 
system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang 
kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. 
Adapun self assessment system adalah sebagai berikut: 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak;  
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang;  
3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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B. Studi Penelitian Terdahulu 
Cahyono (2017) dengan judul penelitian, “Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penerimaan Pajak (Studi Empirik Di Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta).” Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel persepsi 
kualitas layanan memberikan pengaruh terhadap penerimaan pajak, sedangkan 
variabel penggelapan pajak, kepatuhan pajak oleh wajib pajak, sistem penilaian 
sendiri, kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang undang-undang pajak adalah 
tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. 
Putriani dan Budiartha (2016) dengan judul penelitian, “Pengaruh Penyuluhan 
Perpajakan dan Pelayanan Fiskus pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.” 
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa variabel penyuluhan perpajakan 
berpengaruh pada penerimaan PPh badan di KPP Dentim. Variabel pelayanan 
fiskus berpengaruh pada penerimaan PPh badan di KPP Dentim. Sementara 
variabel penyuluhan perpajakan dan pelayanan fiskus juga berpengaruh secara 
simultan pada penerimaan PPh badan di KPP Dentim.  
Harris; Topowijono & Sulasmiyati (2016) dengan judul penelitian, “Pengaruh 
Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan (PPh) (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang Periode 
2012-2014).” Hasil penelitian yaitu: (1) Jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB 
dan SKPKBT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh secara simultan. 
(2) Jumlah SSP, jumlah SPT berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPh 
secara parsial, sementara jumlah SKPKB dan SKPKBT tidak berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan PPh secara parsial. 
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Soraya dan Suhendar (2015) dengan judul penelitian, “Pengaruh Tingkat 
Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Yang dimoderasi Oleh 
Intensitas Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuningan.” 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat wajib pajak kepatuhan dan intensitas 
pemeriksaan pajak secara simultan dan berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan 
terhadap peningkatan penerimaan pajak, intensitas pemeriksaan pajak 
berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak, dan intensitas 
pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat interaksi 
kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. 
Wulandari (2015) dengan judul penelitian, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP Pratama.” Hasil pembahasan tersebut 
ternyata variabel bebas yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan adalah 
kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, peningkatan penghasilan tidak kena 
pajak (PTKP), dan kebijakan sunset policy. Analisa data yang disarankan dalam 
penulisan ini adalah analisa regresi linier berganda. Model penelitian yang 
ditawarkan diharapkan dapat memberikan referensi pada peneliti yang ingin 
melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak 
penghasilan 
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Tabel 1 
Studi Penelitian Terdahulu 
1 Cahyono (2017)
2
3
4
5 Wulandari (2015)
Analisis Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penerimaan Pajak 
(Studi Empirik Di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta)
Persepsi kualitas layanan berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak, sedangkan  
penggelapan pajak, kepatuhan pajak oleh 
wajib pajak, sistem penilaian sendiri, 
kesadaran wajib pajak, pemahaman tentang 
undang-undang pajak tidak berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak.
No Nama & Tahun Penelitian Judul Penelitian Hasil Penelitian
Putriani dan Budiartha 
(2016)
Pengaruh Penyuluhan Perpajakan 
dan Pelayanan Fiskus pada 
Penerimaan Pajak Penghasilan 
Badan
Penyuluhan perpajakan dan pelayanan fiskus 
berpengaruh pada penerimaan PPh badan. 
Baik secara parsial maupun secara simultan.
Harris; Topowijono & 
Sulasmiyati (2016)
Pengaruh Self Assessment 
System dan Pemeriksaan Pajak 
terhadap Penerimaan Pajak 
Penghasilan (PPh) (Studi pada 
Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Malang Periode 2012-2014)
Soraya dan Suhendar 
(2015)
Pengaruh Tingkat Kepatuhan 
Wajib Pajak Terhadap 
Penerimaan Pajak Yang 
dimoderasi Oleh Intensitas 
Pemeriksaan Pajak Pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama 
Kuningan
Jumlah SSP, jumlah SPT, jumlah SKPKB dan 
SKPKBT berpengaruh terhadap penerimaan 
PPh secara simultan. Sementara Jumlah SSP, 
jumlah SPT berpengaruh terhadap 
penerimaan PPh secara parsial. Tetapi jumlah 
SKPKB dan SKPKBT tidak berpengaruh 
terhadap penerimaan PPh secara parsial.
Tingkat kepatuhan dan intensitas pemeriksaan 
pajak secara simultan berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan pajak. Tingkat 
kepatuhan, intensitas pemeriksaan pajak 
berpengaruh positif  terhadap penerimaan 
pajak, dan intensitas pemeriksaan pajak 
berpengaruh positif terhadap tingkat interaksi 
kepatuhan  terhadap penerimaan pajak.
Variabel bebas yang mempengaruhi 
penerimaan pajak penghasilan adalah 
kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, 
peningkatan penghasilan tidak kena pajak 
(PTKP), dan kebijakan sunset policy.
Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penerimaan Pajak 
Penghasilan Pada KPP Pratama
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C. Kerangka Pemikiran 
1. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan 
Preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dipengaruhi 
oleh penyuluhan pajak yang dilakukan aparatur pajak. Penyuluhan pajak 
merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan kepada 
masyarakat luas. Adanya upaya pemberian informasi ini berfungsi untuk 
menumbuhkan pemahaman, membangun kesadaran masyarakat. Kegiatan 
penyuluhan pajak tersebut membutuhkan waktu yang lama. Artinya proses 
kegiatan penyuluhan memerlukan perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut 
serta dilakukan secara kontinue. Jika pihak aparatur pajak tidak melakukan 
tindakan secara kontinue, maka dipastikan preferensi wajib pajak mengalami 
penurunan terhadap kewajiban membayar pajak (Widodo, 2010:167).  
2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan.  
Pelayanan merupakan suatu tindakan yang dilakukan pihak fiskus atau 
penyelenggara pelayanan dengan menawarkan kemudahan kepada wajib 
pajak dalam memenuhi membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Kinerja pelayanan KPP Pratama perlu ditingkatkan dari waktu ke 
waktu secara berkesinambungan. Fasilitas fisik dan sarana komunikasi perlu 
ditingkatkan berupa kenyamanan membayar pajak, ruang tunggu antrian yang 
tidak menjenuhkan dan terkesan rileks (Widodo, 2010:153). 
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Kemampuan pelayanan aparatur pajak juga perlu ditingkatkan melalui 
pendidikan dan pelatihan khusus agar fungsi pelayanan berjalan dengan baik. 
Tingkat kesopanan, sifat dapat dipercaya, menjaga hubungan baik dan 
komunikatif dengan wajib pajak juga merupakan bentuk pelayanan yang 
perlu diperhatikan dan ditingkatkan oleh aparatur pajak guna meningkatkan 
kesadaran penuh wajib pajak dalam membayar pajak. Beberapa faktor tersebut 
pada dasarnya memiliki peranan yang sangat berarti bagi peningkatan 
preferensi wajib pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama Kota Tegal sesuai 
dengan target yang diharapkan (Widodo, 2010:154).  
3. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan.  
Konteks kepatuhan mengandung pengertian bahwa wajib pajak telah 
berusaha untuk mematuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik 
memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya. Tingkat 
kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dapat dilihat dari bagaimana 
sikap mereka mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT Tahunan mereka 
secara tepat waktu selama tiga tahun terakhir dan tidak pernah terlambat 
berturut-turut. Sikap kepatuhan juga dilihat dari tidak adanya tunggakan dan 
tidak pernah dipidana terkait kasus pajak. Laporan keuangan selalu diaudit 
secara periodik oleh akuntan publik maupun lembaga pemeriksa pemerintah. 
Jika semua wajib pajak badan memiliki tanggung jawab dan kesadaran yang 
tinggi untuk melaksanakan ketentuan tersebut, dapat dikatakan preferensi 
mereka mengalami peningkatan (Widodo, 2010:69).  
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4. Pengaruh Self Assesment System Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan.  
Faktor self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak 
yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan undang-undang perpajakan 
yang berlaku. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak sendiri, 
mampu memahami peraturan perpajakan, memiliki kejujuran yang tinggi, 
serta menyadari arti penting membayar pajak. Pada dasarnya sistem 
pemungutan pajak self assessment system di Indonesia berfungsi membangun 
kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Penerapan fungsi ini diharapkan 
dapat memberikan nilai positif terhadap peningkatan preferensi wajib pajak 
dalam membayar pajak di KPP Pratama Kota Tegal (Hartati, 2015:11).  
Berdasarkan uraian hubungan variabel penelitian yang telah dijelaskan, 
maka peneliti dapat merumuskan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu 
sebagai berikut :  
Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
 
                                                             
                                                              
 
                                                          
                                                          
 
                                                              
                                                                 
                                                                 
 
 
Penyuluhan Perpajakan  (X1) 
H2 
H3 
H4 
H1 
Pelayanan Fiskus (X2) 
Tingkat Kepatuhan (X3) 
Self Assessment System  (X4) 
Preferensi Tentang 
Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan  (Y) 
42 
 
 
D. Hipotesis 
Menurut Sugiyono (2016:70) menyebutkan perumusan hipotesis merupakan 
langkah ketiga dalam penelitian, setelah peneliti mengemukakan landasan teori 
dan kerangka pemikiran. Hipotesis adalah jawaban sementara pada masalah 
penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 
kalimat pertanyaan. Adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
H1 = Diduga terdapat pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
H2 = Diduga terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
H3 = Diduga terdapat pengaruh tingkat kepatuhan terhadap preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
H4 = Diduga terdapat pengaruh self assesment system terhadap preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Pemilihan Metode 
Berdasarkan variabel yang diteliti maka metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Metode 
deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, 
suatu set kondisi, sistem pemikiran, ataupun kelas peristiwa pada masa sekarang 
(Widodo, 2010:248) Sementara penelitian verifikatif bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat kepatuhan dan self 
assesment system terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. 
 
B. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Kota Tegal di Jl. Kolonel Sugiono 
No.5, Pekauman Tegal Barat Kota Tegal. Alasan memilih penelitian di KPP 
Pratama Kota Tegal, karena memiliki jangkauan wilayah kerja yang cukup luas 
yakni Kodya Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.  
 
C. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi merupakan objek atau subjek yang dapat dijadikan tempat 
untuk melakukan suatu penelitian. Populasi memiliki karakteristik tertentu 
dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Populasi penelitian 
ini adalah seluruh wajib pajak badan yang memiliki NPWP atau terdaftar di 
KPP Pratama Kota Tegal tahun 2018 yaitu sebanyak 16.488 wajib pajak.  
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2. Sampel 
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 
oleh populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel yang dipakai 
adalah convenience sampling. Menurut Sugiyono (2016:96), menyebutkan 
convenience sampling adalah pengambilan sampel didasarkan pada 
ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Sampel diambil 
atau terpilih karena sampel tersebut ada pada tempat dan waktu yang tepat. 
Adapun rumus yang dipergunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah 
rumus slovin yaitu sebagai berikut : 
                 N                            
n   =   -------------                
            1 + N e2 
 
Keterangan :  
 n = Banyaknya sampel 
 N = Banyaknya populasi 
 e = Prosentase tingkat kelonggaran dalam ketidaktelitian 
karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat 
ditolelir.   
Diketahui nilai-nilai : 
N = 16.488 
e = 10%   atau  0,1  
Sehingga : 
                 N                            
n    =   -------------                
            1 + N e2 
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                   16.488                            
      =   --------------------------               
            1 + 16.488 (0,1)2 
 
                    16.488                            
      =   --------------------------               
            1 + 16.488 (0,01) 
                    
                16.488                            
      =   -------------------               
                165,88 
 
      =    99,397 (atau dibulatkan menjadi 100 sampel wajib pajak badan) 
 
Dengan demikian jumlah sampel yang dapat diambil dalam penelitian 
ini pada populasi yang berjumlah 16.488 dengan persentase kelonggaran 
ketidaktelitian sebesar 10%  atau 0,1 adalah sebesar 100 wajib pajak badan 
(hasil pembulatan dari angka 99,397). 
 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
1. Definisi Konseptual Variabel 
a. Variabel Dependen 
Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi WP Badan 
Preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib 
pajak badan merupakan pendapat atau opini wajib pajak badan usaha 
(perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 
usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau 
BUMD) berkenaan dengan kewajibannya dalam membayar pajak selama 
satu tahun pajak (Widodo, 2010:118). 
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b. Variabel Independen 
1) Penyuluhan Pajak 
Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses 
memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, 
dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah (Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak No. PER-03/PJ/2013). 
2) Pelayanan Fiskus 
Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh 
penyelenggara pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-26/PJ/2011). 
3) Tingkat Kepatuhan  
Tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan 
dimana Wajib Pajak telah memenuhi semua hak dan kewajiban 
perpajakannya. Konteks kepatuhan dalam penelitian ini mengandung 
pengertian bahwa Wajib Pajak telah berusaha untuk mematuhi 
peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik untuk memenuhi 
kewajiban atau melaksanakan hak perpajakannya (Resmi, 2014:23).  
4) Self Assessment System 
Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak 
yang memberi wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri 
jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai ketentuan 
undang-undang perpajakan yang berlaku (Widodo, 2010:148).  
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2. Definisi Operasional Variabel 
Tabel 2 
Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Kesadaran dan pemahaman Rasa nasionalisme yang tinggi 1 Interval
Kepedulian pada bangsa dan negara 2 Interval
Tingkat pengetahuan wajib pajak 3 Interval
Peraturan perpajakan Kejelasan dan kesederhanaan 4 Interval
Mudah dimengerti 5 Interval
Adanya sanksi terhadap pelanggaran 6 Interval
Sistem administrasi Kemudahan membayar pajak 7 Interval
Prioritas utama pemerintah 8 Interval
Sarana sistem administrasi yang tepat 9 Interval
Kerja sama banyak outlet pembayaran 10 Interval
Penyuluhan langsung Seminar 1 Interval
Workshop 2 Interval
Bimbingan teknis 3 Interval
Kelas pajak 4 Interval
Penyuluhan tidak langsung Penyuluhan melalui radio 5 Interval
Penyuluhan melalui televisi 6 Interval
Penyuluhan melalui penyebaran buku 7 Interval
Penyuluhan melalui internet 8 Interval
Penyuluhan melalui face book 9 Interval
Penyuluhan melalui publisitas 10 Interval
Tangibles Fasilitas fisik pelayanan pajak 1 Interval
sarana komunikasi 2 Interval
Reliability Kemampuan pelayanan segera 3 Interval
Kemampuan pelayanan memuaskan 4 Interval
Responsiveness Pelayanan cepat tanggap 5 Interval
Pelayanan tidak bertele-tele 6 Interval
Assurance Kesopanan aparatur pajak 7 Interval
Sifat dapat dipercaya 8 Interval
Emphaty Hubungan baik dengan aparatur pajak 9 Interval
Komunikasi yang baik 10 Interval
Variabel Dimensi Indikator Item 
Butir
Preferensi Tentang 
Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan                   
(Y)
Penyuluhan Pajak                         
(X1)
Pelayanan Fiskus                         
(X2)
Skala
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Tepat waktu pembayaran Tepat waktu penyampaian SPT 1 Interval
Tidak pernah terlambat penyampaian SPT  2 Interval
Adanya surat pemberitahuan keterlambatan 3 Interval
Tidak memiliki tunggakan Tidak pernah menunggak 4 Interval
Tidak pernah terkena sanksi denda 5 Interval
Audit laporan keuangan Audit akuntan publik 6 Interval
Audit pengawasan keuangan pemerintah 7 Interval
Tidak pernah dipidana Tidak pernah terkena sanksi pidana 8 Interval
Tidak pernah terkait penghindaran pajak 9 Interval
Tidak pernah memanipulasi data 10 Interval
Mendaftarkan sendiri Pencantuman kedudukan pajak 1 Interval
Mendaftaran melalui media online 2 Interval
Pemberian NPWP 3 Interval
Menghitung pajak sendiri Menghitung pajak terutang setiap tahun 4 Interval
Menghitung kredit pajak 5 Interval
Membayar pajak sendiri Membayar pajak terutang 6 Interval
Pembayaran lewat bank atau kantor pos 7 Interval
Melakukan pemotongan sendiri 8 Interval
Melakukan pelaporan atas pemotongan 9 Interval
Melakukan pelaporan atas harta kekayaan 10 Interval
SkalaIndikator Item 
Butir
Kepatuhan             
Wajib Pajak                         
(X3)
Self Assessment 
System                         
(X4)
Variabel Dimensi
 
 
E. Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. 
Menurut Sugiyono (2016:162), kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 
data yang efisien, jika peneliti mengetahui dengan pasti variabel yang akan diukur 
atau mengetahui apa yang bisa diharapkan dari responden.   
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F. Uji Instrumen Penelitian 
1. Uji Validitas 
Menurut Sugiyono (2016:137), instrumen yang valid berarti alat ukur 
yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Pengujian 
validitas pada tiap butir instrumen digunakan analisis item yaitu dengan cara 
mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah 
tiap skor butir. Ketentuan uji validitas jika nilai r hitung ˃ nilai r tabel maka 
pernyataan kuesioner adalah valid. Adapun jika nilai r hitung ˂ nilai r tabel 
maka pernyataan kuesioner adalah tidak valid. Nilai r tabel diperoleh dari 
rumus degree of freedom (df) = n – 2, dan uji dua arah α = 0,05. 
 
2. Uji Reliabilitas 
Reliabilitas menunjukan bahwa instrumen cukup dapat dipercaya untuk 
digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 
baik. Instrumen yang dapat dipercaya, yang reliable akan menghasilkan data 
yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar sesuai dengan 
kenyataannya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. Sebagai dasar 
pengambilan keputusannya adalah suatu instrumen yang terdiri dari beberapa 
item butir pertanyaan akan dapat dipercaya/dapat diandalkan/reliabel jika 
Cronbach Alpha di atas 0,60 (Arikunto, 2014:211).  
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G. Teknik Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 
(Ghozali, 2016:154). Uji normalitas yang dipakai adalah uji one sampel 
kolmogorov smirnov. Pengambilan keputusan adalah jika probability 
value > 0,05 maka Ho diterima (berdistribusi normal) dan jika 
probability value < 0,05 maka Ho ditolak (tidak berdistribusi normal). 
b. Uji Multikolinearitas 
Menurut Kurniawan dan Yuniarto (2016:137), menyebutkan bahwa 
hubungan linear antarvariabel bebas disebut multikolinearitas. Hubungan 
tersebut tercipta karena adanya korelasi antarvariabel bebas, dimana 
setiap ada perubahan pada suatu variabel bebas, akan mengakibatkan 
variabel bebas lainnya berubah. Oleh karena itu, dalam membuat regresi 
berganda, variabel bebas yang baik adalah variabel bebas yang memiliki 
hubungan dengan variabel terikat, tetapi tidak mempunyai hubungan 
dengan variabel bebas lainnya.  
Ketentuan dalam pengujian multikolinearitas yaitu jika nilai 
tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 maka dalam model regresi tidak 
terjadi gejala multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai tolerance < 0,10 
dan nilai VIF > 10,00 maka dikatakan dalam model regresi terjadi gejala 
multikolinearitas. 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 
Menurut Kurniawan dan Yuliarto (2015:91) regresi linear berganda 
menjelaskan mengenai hubungan antar beberapa variabel yang biasanya dapat 
dinyatakan dalam suatu garis regresi, serta merupakan teknik dalam statistika 
parametrik yang digunakan secara umum untuk menganalisis rata-rata 
respons dari variabel y yang berubah sehubungan dengan besarnya intervensi 
dari beberapa variabel X. Dalam regresi linier berganda, variabel Y dapat 
disebut sebagai variabel respons, juga disebut sebagai variabel output dan 
tidak bebas (dependent). Adapun variabel X dapat disebut sebagai variabel 
predictor (digunakan untuk memprediksi nilai Y), juga dapat disebut variabel 
explanatory, input, regressors, dan bebas (independent).  
Adapun bentuk persamaannya regresi linear berganda adalah : 
 
Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + μ  
 
 
Keterangan: 
Y = Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan 
β0   = Intercept dari Model atau Konstanta  
β1 ; β2 ; β3 ; β4 = Koefisien-koefisien Regresi Parsial variabel depeden 
X1 = Penyuluhan Perpajakan 
X2 = Pelayanan Fiskus 
X3 = Tingkat Kepatuhan 
X4 = Self Assessment System 
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3. Uji Signifikansi Secara Parsial  
Menurut Kurniawan dan Yuliarto (2015:95) uji signifikansi secara 
parsial digunakan untuk melihat pengaruh tiap-tiap variabel independen 
secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependennya. Dalam regresi linear 
berganda, hal ini perlu dilakukan karena tiap-tiap variabel independen 
memberi pengaruh yang berbeda dalam model. Untuk itu statistik uji yang 
digunakan adalah partial F test. Hipotesis yang digunakan adalah :  
Ho : βk = 0  
H1 : βk ≠ 0 untuk k = 1, 2, 3, 4  
Hipotesis nol menunjukan bahwa variabel independen yang diuji tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independennya. Hipotesis 
alternatif menunjukan variabel yang diuji berpengaruh secara signifikan. 
 
4. Koefisien Determinasi  
Menurut Kurniawan dan Yuliarto (2015:95) koefisien determinasi adalah 
merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan 
model statisik. Dengan kata lain, koefisien determinasi diartikan dengan 
seberapa besar variabel independen X menentukan tingkat variabel responsy 
dalam suatu model. Koefisien determinasi berganda dinotasikan dengan R2. 
Penghitungan koefisien determinasi berganda diperoleh melalui rumus : 
                 SSR                      SSE                    Σ (yi – yi )2 
   R2  =  ------------  =  1 -  ------------- =  1 -  ---------------- 
                SSTO                  SSTO                    Σ (yi – y )2 
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Nilai R2 dapat diinterpretasikan sebagai besar dari proporsi variabilitas 
total dalam variabel responsy yang dapat dihitung oleh sekumpulan variabel 
independen X1, X2, X3 dan X4. Perhatikan bahwa nilai koefisien determinasi 
berganda ini 0 ≤ R2 ≤ 1 karena 0 ≤ SSE ≤ SST. Artinya, jika nilai R2 = 1 
maka model yang dihasilkan mampu menerangkan semua variabilitas dalam 
variabel Y. Namun, jika R2 = 0, maka tidak ada hubungan antara variabel 
independen (X) dengan variabel Y. Dengan kata lain, nilai dari Xi sama sekali 
tidak berpengaruh dalam memprediksi nilai Yi. Semakin dekat nilai R2 
dengan 1, semakin baik tingkat kecocokan model dengan data yang diolah. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Sejarah KPP Pratama Tegal 
Pada tahun 1964 tepatnya pada bulan Juni pemerintah mendirikan Kantor 
Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh DPJ Drs. Soejono 
Brotodihardjo. Dengan wilayah kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan 
meliputi wilayah Karisidenan Pekalongan termasuk Kabupaten Tegal dan Brebes, 
sementara Kotamadya Tegal pada saat itu belum terbentuk. 
Melalui Kantor Dinas Luar (KDL) Tingkat I Tegal, usaha untuk menggali 
potensi pajak terus digalakkan seiring dengan perkembangan perekonomian 
dikedua daerah tersebut Kabupaten Tegal baik pada saat itu hingga sekarang, ini 
tidak saja terkenal dengan produksi gula tebu, tetapi juga terkenal dengan daerah 
penghasil ikan. Selain itu di Tegal juga dikembangkan pertanian bawang putih 
yang berlokasi sekitar daerah Gunung Slamet, sedangkan untuk daerah Kabupaten 
Brebes yang memiliki areal bawang merah dan cabai merah yang luas mampu 
memproduksi kedua komoditi tersebut dalam jumlah besar. Bahkan produksi 
bawang merah dan cabai merah merupakan stok nasional untuk komoditi tersebut. 
Karena adanya kondisi yang memungkinkan untuk berkembang, seiring 
dengan peningkatan potensi ekonomi masyarakat, maka Dirjen Pajak 
mempertimbangkan agar Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi 
Tegal. Maka pada tahun 1970 Menteri Keuangan memberikan persetujuan untuk 
meningkatkan status sebagai Kantor Inspeksi Pajak Tegal dengan peresmiannya 
dilakukan oleh DJP Drs. Sutadi Sukarya.  
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Pimpinan kantor sementara pada waktu itu dijabat Bapak Soeryodiningrat 
merangkap sebagai Kepala Bagian Pajak Langsung. Selang beberapa bulan 
kemudian pimpinan yang baru dilantik oleh DJP Drs. Sukarya dan sebagai Kepala 
Kantor Inspeksi Pajak Tegal yang pertama adalah Drs. Setyarso. 
Nama Kantor Inspeksi Pajak Tegal kemudian diubah menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) pada tahun 1989 sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 
Dirjen Pajak, dalam Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/.01/1989 
tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen Pajak, diatur 
tentang perubahan penanaman dari Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak, dengan didasari bahwa dewasa ini tugas Dirjen Pajak tidak 
hanya melakukan inspeksi atau pemeriksaan semata tetapi juga mengutamakan 
pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat luas terutama bagi Wajib pajak. 
KPP Tegal sejak masih berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tingkat I dan 
Kantor Inspeksi Pajak Tegal telah mengalami perpindahan lokasi. Dimulai sejak 
masih menempati gedung milik Negara di Jalan Dr. Sutomo, hingga saat ini 
berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono No. 5 Kotamadya Tegal. KPP Tegal termasuk 
dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I. Kantor KPP Tegal 
memiliki luas wilayah kerja sebanyak 458.339,  terdiri atas tiga daerah antara lain 
Kodya Daerah Tingkat II Tegal, Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal dan 
Kabupaten Daerah tingkat II Brebes. Adapun batas wilayah Utara yaitu Laut Jawa 
sebagai batas Wilayah Utara, Kecamatan Bumiayu Brebes sebagai batas wilayah 
selatan, Kecamatan Warureja Tegal sebagai batas wilayah Timur serta Kecamatan 
Losari Brebes sebagai batas wilayah barat. 
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B. Data Identitas Responden 
Dalam penelitian ini obyek yang menjadi populasi adalah seluruh wajib 
pajak badan yang telah memiliki NPWP atau terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal 
tahun 2018 yaitu sebanyak 16.488 wajib pajak. Untuk mempermudah pencarian 
data maka peneliti menggunakan sampel sebanyak 100 responden dengan teknik 
pengambilan sampel yaitu convenience sampling. Teknik ini merupakan tata cara 
pengambilan sampel yang didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan 
untuk mendapatkannya. Sampel diambil atau terpilih karena sampel tersebut ada 
pada tempat dan waktu yang tepat. Tentunya semua sampel sebagai responden 
peneitian memiliki identitas masing-masing. Adapun data identitas responden dari 
sampel yang turut mengisi data kuesioner penelitian dapat dijabarkan secara lebih 
lengkap yaitu sebagai berikut : 
1. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 
Dalam lembaran kuesioner, jenis kelamin merupakan daftar identitas 
pertama yang harus diisi oleh masing-masing responden sebagai kelengkapan 
data mereka. Keterangan identitas menurut jenis kelamin wajib pajak badan 
(responden) dapat dilihat melalui data tabel dibawah ini sebagai berikut: 
Tabel 3 
Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin 
Pemilik Jumlah Prosentase 
Laki-Laki 80 80% 
Perempuan 20 20% 
Jumlah Total 100 100% 
 
Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner Yang diolah 
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Berdasarkan data identitas jenis kelamin responden yang ditunjukan 
pada tabel diatas, tertera jumlah terbanyak adalah responden laki-laki yang 
berjumlah sebanyak 80 orang wajib pajak badan (80%). Sementara responden 
perempuan menempati urutan kedua yaitu sebanyak 20 orang wajib pajak 
badan (20%) dari keseluruhan jumlah responden. 
 
2. Identitas Responden Menurut Usia Pemilik 
Daftar identitas kedua yaitu identitas responden menurut usia pemilik 
badan usaha. Dengan cara melihat usia pemilik badan usaha sebagai 
responden, maka peneliti dapat mengetahui jumlah usia terbanyak dalam data 
responden. Profil identitas responden menurut usia adalah sebagai berikut : 
Tabel 4 
Identitas Responden Menurut Usia Pemilik 
Usia Pemilik Jumlah Prosentase 
30 - 34 tahun 15 15% 
35 - 39 tahun 20 20% 
40 - 44 tahun 30 30% 
45 tahun ke atas 35 35% 
Jumlah Total 100 100% 
 
Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner Yang diolah 
 
 
Berdasarkan data tabel, tertera jumlah terbanyak yaitu pemilik badan 
usaha pada usia 45 tahun ke atas sebanyak 35 orang (35%). Menempati 
urutan kedua adalah pemilik badan usaha usia 40 – 44 tahun sebanyak 30 
orang (30%). Usia pemilik antara 35 – 39 tahun menempati urutan ketiga 
yaitu sebanyak 20 orang (20%). Sementara urutan terakhir adalah pemilik 
dengan usia 30 – 34 tahun yaitu sebanyak 15 orang (15%).   
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3. Identitas Responden Menurut Lama Usaha 
Data identitas yang ketiga adalah identitas berdasarkan lama badan 
usaha berdiri. Badan usaha yang telah lama berdiri tentunya memiliki kriteria 
yang berbeda berkaitan dengan kemampuan dan kemauan dalam membayar 
pajak penghasilannya. Identitas lama usaha wajib diisi responden bersaman 
dengan pengisian lembaran jawaban kuesioner.  
Tabel 5 
Identitas Responden Menurut Lama Usaha 
Lama Usaha  Jumlah  Prosentase 
1 - 3 tahun 25 25% 
3 - 5 tahun 45 45% 
> 5 tahun 30 30% 
Jumlah Total 100 100% 
 
Sumber : Hasil Jawaban Kuesioner Yang diolah 
 
 
Menurut keterangan data tabel tersebut diatas, menunjukan lamanya 
badan usaha berdiri. Badan usaha yang telah lama berdiri antara 3 – 5 tahun 
merupakan jumlah terbanyak dalam responden penelitian. Jumlah badan 
usaha tersebut sebanyak 45 badan usaha (45%). Sementara badan usaha yang 
berdiri semenjak 5 tahun lebih yaitu sebanyak 30 badan usaha (30%). Badan 
usaha ini menempati urutan kedua terbanyak. Adapun badan usaha yang 
berdiri semenjak 1 – 3 tahun yaitu sebanyak 25 badan usaha (25%) yang 
menempati urutan jumlah terakhir dalam responden penelitian. 
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C. Uji Instrumen Penelitian 
Uji instrumen dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengukur kualitas 
kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Kuesioner merupakan seperangkat 
pertanyaan atau pernyataan tertulis yang diberikan peneliti kepada responden. 
Kuesioner berperan penting dalam pengumpulan data, dimana data merupakan 
bahan baku penelitian. Jika data penelitian itu baik dan berkualitas, maka hasil 
penelitianpun akan berkualitas. Oleh karena itu diperlukan teknik pengumpulan 
data berupa kuesioner yang berkualitas juga. Uji instrumen meliputi dua uji yaitu 
uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun uraian keterangan uji instrumen ini secara 
lengkap yaitu sebagai berikut:  
1. Uji Validitas Kuesioner 
Uji validitas bertujuan untuk mengukur apakah masing-masing item 
butir kuesioner itu valid ataukah tidak. Item butir kuesioner akan dikatakan 
valid manakala dapat mengukur data secara valid juga. Pengujian validitas 
dilakukan dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total (jumlah 
tiap skor butir). Ketentuannya yaitu jika nilai r hitung ˃ nilai r tabel maka 
item butir kuesioner valid. Jika nilai r hitung ˂ nilai r tabel maka item butir 
kuesioner tidak valid. Nilai r tabel diperoleh melalui uji dua arah α = 0,05 dan 
df = n – 2, dimana n = 100 sampel percobaan. Dalam tabel r (koefisien 
korelasi sederhana) df = 100 – 2 = 98 dan uji dua arah α = 0,05 ditemukan 
nilai sebesar 0,197 (pembulatan dari 0,1966).   
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a. Uji Validitas Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajban Perpajakan  
Uji validitas kuesioner penerimaan pajak melalui SPSS 23 akan 
menghasilkan nilai r hitung pada setiap item butirnya. Untuk menentukan 
valid tidaknya item butir, maka nilai r hitung setiap item butir besarnya 
dibandingkan dengan nilai r tabel. Keterangan hasil perbandingan dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 
Tabel 6 
Uji Validitas Preferensi  
Kuesioner             
Preferensi 
Nilai Pembanding 
Keterangan 
r hitung r tabel 
Butir 1 0,426 0,197 Valid 
Butir 2 0,399 0,197 Valid 
Butir 3 0,613 0,197 Valid 
Butir 4 0,610 0,197 Valid 
Butir 5 0,530 0,197 Valid 
Butir 6 0,449 0,197 Valid 
Butir 7 0,695 0,197 Valid 
Butir 8 0,518 0,197 Valid 
Butir 9 0,414 0,197 Valid 
Butir 10 0,478 0,197 Valid 
 
Sumber : Output SPSS Uji Validitas Yang Diolah 
 
 
Hasil perbandingan nilai r hitung dengan r tabel seperti tercantum 
pada tabel, menunjukan bahwa semua item butir pernyataan kuesioner 
penerimaan pajak memiliki nilai r hitung lebih tinggi dari nilai r tabel. 
Oleh sebab itu status seluruh item butir kuesioner preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan adalah valid.  
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b. Uji Validitas Penyuluhan Perpajakan 
Hasil olah data SPSS uji validitas kuesioner penyuluhan perpajakan 
menemukan nilai r hitung pada setiap item butirnya. Langkah selanjutnya 
untuk menentukan valid tidaknya item butir, maka nilai r hitung setiap 
item butir besarnya dibandingkan dengan nilai r tabel. Keterangan hasil 
perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 
Tabel 7 
Uji Validitas Penyuluhan Perpajakan 
Kuesioner             
Penyuluhan Perpajakan 
Nilai Pembanding 
Keterangan 
r hitung r tabel 
Butir 1 0,349 0,197 Valid 
Butir 2 0,582 0,197 Valid 
Butir 3 0,415 0,197 Valid 
Butir 4 0,493 0,197 Valid 
Butir 5 0,334 0,197 Valid 
Butir 6 0,518 0,197 Valid 
Butir 7 0,614 0,197 Valid 
Butir 8 0,526 0,197 Valid 
Butir 9 0,382 0,197 Valid 
Butir 10 0,628 0,197 Valid 
 
Sumber : Output SPSS Uji Validitas Yang Diolah 
 
 
Berdasarkan perbandingan nilai r hitung dengan r tabel seperti pada 
tabel, menunjukan semua item butir pernyataan kuesioner penyuluhan 
perpajakan memiliki nilai r hitung lebih tinggi dari nilai r tabel. Hal ini 
telah membuktikan bahwa status seluruh item butir kuesioner penyuluhan 
perpajakan adalah valid.  
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c. Uji Validitas Pelayanan Fiskus 
Nilai r hitung setiap butir pernyataan kuesioner pelayanan fiskus 
telah diperoleh dari data output SPSS uji validitas. Sebagaimana item 
butir kuesioner lain, nilai r hitung butir pernyataan kuesioner pelayanan 
fiskus akan diperbandingan dengan nilai r tabel. Adapun keterangan hasil 
perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 
Tabel 8 
Uji Validitas Pelayanan Fiskus 
Kuesioner             
Pelayanan Fiskus 
Nilai Pembanding 
Keterangan 
r hitung r tabel 
Butir 1 0,397 0,197 Valid 
Butir 2 0,634 0,197 Valid 
Butir 3 0,591 0,197 Valid 
Butir 4 0,423 0,197 Valid 
Butir 5 0,533 0,197 Valid 
Butir 6 0,300 0,197 Valid 
Butir 7 0,385 0,197 Valid 
Butir 8 0,643 0,197 Valid 
Butir 9 0,426 0,197 Valid 
Butir 10 0,353 0,197 Valid 
 
Sumber : Output SPSS Uji Validitas Yang Diolah 
 
 
Menurut keterangan tabel diatas terlihat perbandingan nilai r hitung 
item butir kuesioner dengan r tabel. Nilai-nilai tersebut menunjukan 
semua item butir pernyataan kuesioner pelayanan fiskus memiliki nilai r 
hitung lebih tinggi dari nilai r tabel. Hal ini telah membuktikan bahwa 
status seluruh item butir kuesioner pelayanan fiskus adalah valid.  
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d. Uji Validitas Tingkat Kepatuhan 
Nilai r hitung butir pernyataan kuesioner tingkat kepatuhan telah 
diperoleh melalui data output SPSS uji validitas. Nilai r hitung butir 
pernyataan kuesioner ini akan diperbandingan dengan nilai r tabel. 
Adapun keterangan hasil perbandingan dapat dilihat pada tabel dibawah 
ini sebagai berikut: 
Tabel 9 
Uji Validitas Tingkat Kepatuhan 
Kuesioner             
Tingkat Kepatuhan 
Nilai Pembanding 
Keterangan 
r hitung r tabel 
Butir 1 0,610 0,197 Valid 
Butir 2 0,446 0,197 Valid 
Butir 3 0,384 0,197 Valid 
Butir 4 0,342 0,197 Valid 
Butir 5 0,560 0,197 Valid 
Butir 6 0,564 0,197 Valid 
Butir 7 0,364 0,197 Valid 
Butir 8 0,525 0,197 Valid 
Butir 9 0,613 0,197 Valid 
Butir 10 0,344 0,197 Valid 
 
Sumber : Output SPSS Uji Validitas Yang Diolah 
 
 
Tabel diatas menujukan adanya perbandingan nilai r hitung item 
butir kuesioner dengan r tabel. Secara keseluruhan terlihat bahwa semua 
item butir pernyataan kuesioner tingkat kepatuhan memiliki nilai r hitung 
lebih tinggi dari nilai r tabel. Hal ini telah membuktikan bahwa status 
seluruh item butir kuesioner tingkat kepatuhan adalah valid.  
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e. Uji Validitas Seft Assesment System 
Uji validitas kuesioner self assesment system melalui SPSS 23 akan 
menghasilkan nilai r hitung pada setiap item butirnya. Untuk menentukan 
valid tidaknya item butir, maka nilai r hitung setiap item butir besarnya 
dibandingkan dengan nilai r tabel. Keterangan hasil perbandingan dapat 
dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut: 
Tabel 10 
Uji Validitas Self Asssesment System  
Kuesioner                   
Self Assesment System  
Nilai Pembanding 
Keterangan 
r hitung r tabel 
Butir 1 0,440 0,197 Valid 
Butir 2 0,432 0,197 Valid 
Butir 3 0,388 0,197 Valid 
Butir 4 0,419 0,197 Valid 
Butir 5 0,451 0,197 Valid 
Butir 6 0,346 0,197 Valid 
Butir 7 0,518 0,197 Valid 
Butir 8 0,538 0,197 Valid 
Butir 9 0,701 0,197 Valid 
Butir 10 0,507 0,197 Valid 
 
Sumber : Output SPSS Uji Validitas Yang Diolah 
 
 
Hasil perbandingan nilai r hitung dengan r tabel seperti tercantum 
pada tabel, menunjukan bahwa semua item butir pernyataan kuesioner 
self assesment system memiliki nilai r hitung lebih tinggi dari nilai r 
tabel. Hal ini telah membuktikan bahwa status seluruh item butir 
kuesioner self assesment system adalah valid.  
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2. Uji Reliabilitas Kuesioner 
Dalam suatu penelitian, kuesioner akan dapat dipercaya sebagai alat 
pengumpul data manakala data yang diperolehnya selalu memiliki nilai yang 
sama, berapa kalipun data akan diambil. Sebagai dasar pengambilan 
keputusannya adalah suatu kuesioner dapat dipercaya atau dapat diandalkan 
atau reliabel jika Cronbach Alpha di atas 0,60. Adapun hasil perhitungan uji 
reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini terdapat variabel yang kurang 
reliable yaitu self assessment system dengan nilai 0,43 sehingga dilakukan 
perlakuan dengan cara menghapus responden yang tidak konsisten sebanyak 
10 responden. Sehingga hasil uji reabilitas setelah perlakuan adalah sebagai 
berikut:  
Tabel 11 
Uji Reliabilitas Kuesioner 
Kuesioner Nilai       Cronbach Alpha 
Nilai 
Pembanding Keterangan Status 
Penerimaan Pajak 0,691 0,6 Reliabel 
Penyuluhan Perpajakan 0,639 0,6 Reliabel 
Pelayanan Fiskus 0,605 0,6 Reliabel 
Tingkat Kepatuhan 0,624 0,6 Reliabel 
Self Assesment System 0,617 0,6 Reliabel 
 
Sumber : Output SPSS Uji Reliabilitas Yang Diolah 
 
 
Keterangan data tabel diatas menunjukan perbandingan antara nilai 
cronbach alpha dengan nilai pembanding sebesar 0,6. Apabila diperhatikan 
secara seksama maka terlihat nilai cronbach alpha semua kuesioner lebih 
besar dari nilai pembanding 0,6. Hal ini telah membuktikan bahwa status 
seluruh kuesioner penelitian ini adalah reliabel.  
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D. Teknik Analisis Data 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji 
normalitas yang dipakai adalah uji one sampel kolmogorov smirnov. 
Pengambilan keputusan adalah jika probability value > 0,05 maka Ho 
diterima (berdistribusi normal) dan jika probability value < 0,05 maka 
Ho ditolak (tidak berdistribusi normal). Hasil uji normalitas dengan SPSS 
tertera pada data output sebagai berikut: 
Tabel 12 
Uji Normalitas Pertama 
 
Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation ,27828217 
Most Extreme Differences Absolute ,074 
Positive ,068 
Negative -,074 
Test Statistic ,074 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,018c 
 
Sumber: Data Output SPSS Uji Normalitas 
 
 
Uji normalitas yang telah dilakukan peneliti berkaitan dengan 
asumsi klasik pada model regresi telah menghasilkan data output SPSS 
seperti tampak pada tabel di atas. Menurut keterangan data tabel tertera 
nilai probability value sebesar 0,018 < 0,05. Dengan demikian maka 
diberi suatu kesimpulan yang menekankan bahwa data residual pada 
model regresi tidak berdistribusi secara normal.  
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Data hasil penyebaran responden kepada 100 sampel menghasilkan 
nilai residu pada persamaan regresi yang tidak berdistribusi secara normal. 
Oleh karena itu peneliti mencoba membuang data responden menjadi 90 
sampel dengan harapan memperoleh nilai residu yang normal. Peneliti 
mengacak sampel yang dibuang sebanyak 10 sampel. Dengan demikian 
maka uji normalitas menjadi: 
Tabel 13 
Uji Normalitas Kedua 
 
Unstandardized 
Residual 
N 90 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation ,28436811 
Most Extreme Differences Absolute ,066 
Positive ,066 
Negative -,063 
Test Statistic ,066 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
 
Sumber: Data Output SPSS Uji Normalitas 
 
 
Menurut keterangan data tabel hasil SPSS tersebut di atas tertera 
nilai probability value sebesar 0,200 > 0,05. Oleh karena itu maka diberi 
suatu kesimpulan yang menekankan bahwa data residual pada model 
regresi berdistribusi secara normal.  
 
b. Uji Multikolinearitas 
Gejala asumsi klasik ini merupakan gejala adanya hubungan yang 
tercipta karena terdapat korelasi antarvariabel bebas, dimana setiap ada 
perubahan pada suatu variabel bebas, akan mengakibatkan variabel bebas 
lainnya berubah.  
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Ketentuan yang menjadi aturan dalam uji multikolinearitas yaitu 
jika nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10,00 maka model regresi 
tidak terjadi multikolinearitas dan sebaliknya jika nilai tolerance < 0,10 
dan nilai VIF > 10,00 maka model regresi terjadi gejala multikolinearitas. 
Adapun hasil uji multikolinearitas dengan SPSS tertera pada data output 
sebagai berikut: 
Tabel 14 
Uji Multikolinearitas 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 Penyuluhan ,296 3,382 
Pelayanan ,254 3,941 
Kepatuhan ,252 3,940 
Self ,580 1,723 
 
Sumber: Data Output SPSS Uji Multikolinearitas 
 
 
Uji multikolinearitas yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan 
dengan asumsi klasik pada model regresi telah menghasilkan data output 
SPSS seperti tampak pada tabel di atas. Menurut keterangan data tabel 
tertera nilai tolerance seluruh variabel independen > 0,10 dan nilai VIF 
seluruh variabel independen < 10,00. Dengan demikian maka diberi 
suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa model regresi yang dihasilkan 
adalah terbebas dari gejala multikolinearitas.   
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 
Regresi linear berganda menjelaskan hubungan antar beberapa variabel 
yang biasanya dapat dinyatakan dalam suatu garis regresi, serta merupakan 
teknik dalam statistika parametrik yang digunakan secara umum untuk 
menganalisis rata-rata respons dari variabel preferensi tentang pemenuhan 
kewajiban perpajakan yang berubah sehubungan dengan besarnya intervensi 
dari beberapa variabel penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat 
kepatuhan dan self assesment system. Hasil analisis regresi berganda dengan 
SPSS tertera pada data output sebagai berikut: 
Tabel 15 
Analisis Regresi Berganda 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -6,303 ,419  -15,037 ,000 
Penyuluhan ,048 ,014 ,049 3,508 ,001 
Pelayanan ,542 ,016 ,511 33,586 ,000 
Kepatuhan ,497 ,016 ,473 31,000 ,000 
Self ,056 ,012 ,048 4,726 ,000 
 
Sumber: Data Output SPSS Analisis Regresi Berganda 
 
 
Menurut hasil output SPSS analisis regresi berganda seperti pada tabel, 
terlihat nilai-nilai pada kolom B yaitu konstanta sebesar – 6,303 ; nilai 
koefisien penyuluhan perpajakan sebesar 0,048 ; nilai koefisien pelayanan 
fiskus sebesar 0,542 ; nilai koefisien tingkat kepatuhan sebesar 0,497 dan 
nilai koefisien self assesment system sebesar 0,056. Oleh karena itu maka 
bentuk peramaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut: 
PKP = – 6,303 + 0,048 PP + 0,542 PF + 0,497 TK + 0,056 SA 
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Keterangan: 
PKP = Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi 
Wajib Pajak Badan  
PP = Penyuluhan Perpajakan 
PF = Pelayanan Fiskus 
TK = Tingkat Kepatuhan 
SA = Self Assessment System 
Sementara definisi persamaa regresinya adalah sebagai berikut: 
a. Nilai konstanta sebesar – 6,303 berarti jika model regresi tanpa variabel 
penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat kepatuhan dan self 
assesment system maka nilai preferensi tentang pemenuhan kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak badan sebesar – 6,303 satuan. 
b. Nilai koefisien penyuluhan perpajakan sebesar 0,048 berarti ketika 
penyuluhan perpajakan naik sebesar satu satuan, maka nilai preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan naik 
sebesar 0,048 satuan (asumsi nilai pelayanan fiskus, tingkat kepatuhan 
dan self assesment system adalah tetap).  
c. Nilai koefisien pelayanan fiskus sebesar 0,542 berarti ketika pelayanan 
fiskus naik sebesar satu satuan, maka nilai preferensi tentang pemenuhan 
kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan naik sebesar 0,542 satuan 
(asumsi nilai penyuluhan perpajakan, tingkat kepatuhan dan self 
assesment system adalah tetap).  
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d. Nilai koefisien tingkat kepatuhan sebesar 0,497 berarti ketika tingkat 
kepatuhan naik sebesar satu satuan, maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan naik sebesar 
0,497 satuan (asumsi nilai penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus, dan 
self assesment system adalah tetap).  
e. Nilai koefisien self assesment system sebesar 0,056 berarti ketika self 
assesment system naik sebesar satu satuan, maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan naik sebesar 
0,056 satuan (asumsi nilai penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus dan 
tingkat kepatuhan adalah tetap).  
 
3. Uji Signifikansi Secara Parsial  
Uji signifikansi secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh setiap 
variabel independen (penyuluhan perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat 
kepatuhan dan self assesment system) secara sendiri-sendiri terhadap variabel 
dependennya (preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 
wajib pajak badan). Ketentuan uji ini yaitu jika nilai signifikansi < 0,05 
berarti terdapat pengaruh signifikan dan jika nilai signifikansi > 0,05 berarti 
tidak terdapat pengaruh signifikan. Hasil data output tertera pada tabel 15 
analisis regresi berganda. Oleh karena itu maka kesimpulan yang diperoleh 
secara lengkap yaitu sebagai berikut: 
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a. Terdapat pengaruh yang positif antara penyuluhan perpajakan terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak 
badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dapat terjadi 
karena penyuluhan perpajakan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 
0,048 (bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05. 
b. Terdapat pengaruh yang positif antara pelayanan fiskus terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak 
badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dapat terjadi 
karena pelayanan fiskus memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,542 
(bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
c. Terdapat pengaruh yang positif antara tingkat kepatuhan terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak 
badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dapat terjadi 
karena tingkat kepatuhan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,497 
(bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 
d. Terdapat pengaruh yang positif antara self assesment system terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak 
badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Hal ini dapat terjadi 
karena self assesment system memiliki nilai koefisien regresi sebesar 
0,056 (bernilai positif) dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
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4. Koefisien Determinasi  
Koefisien determinasi merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data 
yang dihitung berdasarkan model statisik. Dengan kata lain, koefisien 
determinasi diartikan dengan seberapa besar proporsi variabilitas total dalam 
variabel preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib 
pajak badan yang dapat dihitung oleh sekumpulan variabel penyuluhan 
perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat kepatuhan dan self assesment system. 
Hasil koefisien determinasi tertera pada data output sebagai berikut: 
Tabel 16 
Koefisien Determinasi 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,998a ,995 ,995 ,291 
 
Sumber: Data Output SPSS Koefisien Determinasi 
 
Menurut hasil output SPSS koefisien determinasi seperti tabel diatas, 
tercantum nilai Adjusted R Square sebesar 0,995 atau 99,5%. Nilai koefisien 
determinasi sebesar 99,5% menunjukan besarnya proporsi variabilitas total 
dalam variabel preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 
wajib pajak badan yang dapat dihitung oleh sekumpulan variabel penyuluhan 
perpajakan, pelayanan fiskus, tingkat kepatuhan dan self assesment system. 
Sementara sisanya sebesar 0,5% merupakan proporsi variabilitas dari faktor 
lain yang tidak dapat dijelaskan.  
 
 
 
74 
 
 
 
E. Pembahasan 
1. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan  
Analisis regresi berganda dan uji signifikansi secara parsial menemukan 
nilai koefisien penyuluhan perpajakan sebesar 0,048 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,001 <  0,05. Hal ini bermakna terdapat pengaruh yang positif antara 
penyuluhan perpajakan terhadap preferensi tentang pemenuhan kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
Nilai positif berarti jika penyuluhan perpajakan semakin sering, maka 
semakin besar kecenderungan preferensi tentang pemenuhan kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak badan. Sementara jika nilai penyuluhan 
perpajakan turun, maka nilai preferensi tentang pemenuhan kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak badan akan turun juga. 
Penelitian terdahulu Putriani dan Budiartha (2016) selaras dengan hasil 
penelitian ini. Penelitian Putriani dan Budiartha mengungkapkan adanya 
pengaruh penyuluhan perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan 
badan. Sementara hasil penelitian ini juga menyatakan adanya pengaruh 
antara kedua variabel tersebut.  
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2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan  
Nilai koefisien pelayanan fiskus yang ditemukan dari hasil analisis 
regresi berganda yaitu sebesar 0,542. Sementara nilai signifikansi yang 
ditemukan dari uji signifikansi secara parsial menemukan nilai yaitu sebesar 
0,000 < 0,05. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara pelayanan 
fiskus terhadap preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 
wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Pengaruh 
positif berarti jika nilai pelayanan fiskus baik maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan naik. 
Sebaliknya jika nilai pelayanan fiskus turun maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan turun juga. 
Hasil penelitian terdahulu Putriani dan Budiartha (2016) mendukung 
hasil penelitian ini. Putriani dan Budiartha (2016) telah sepakat dengan hasil 
penelitian ini yaitu sama-sama mengungkapkan adanya pengaruh pelayanan 
fiskus terhadap penerimaan pajak penghasilan badan.  
 
3. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan  
Nilai koefisien tingkat kepatuhan yang ditemukan sebesar 0,497. 
Sementara nilai signifikansi yang ditemukan yaitu sebesar 0,000 < 0,05. Hal 
ini berarti terdapat pengaruh yang positif antara tingkat kepatuhan terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Pengaruh positif berarti jika nilai 
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tingkat kepatuhan semakin patuh wajib pajak maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan naik. 
Sebaliknya jika nilai tingkat kepatuhan turun maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan turun juga. 
Studi penelitian terdahulu yang mendukung hasil penelitian ini adalah 
penelitian Soraya dan Suhendar (2015) dan Wulandari (2015). Kedua peneliti 
ini sejalan dengan hasil penelitian ini yaitu terdapat adanya pengaruh tingkat 
kepatuhan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Namun dalam 
penelitian Cahyono (2017) menyebutkan tidak terdapat pengaruh antara 
kedua variabel tersebut. Dalam penelitian Cahyono menemukan hasil yang 
tidak selaras dengan hasil penelitian ini.  
 
4. Pengaruh Self Assesment System Terhadap Preferensi Tentang Pemenuhan 
Kewajiban Perpajakan Bagi Wajib Pajak Badan  
Analisis regresi berganda dan uji signifikansi secara parsial menemukan 
nilai koefisien self assesment system sebesar 0,056 dan nilai signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini bermakna terdapat pengaruh yang positif antara 
self assesment system terhadap preferensi tentang pemenuhan kewajiban 
perpajakan bagi wajib pajak badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. 
Nilai positif bermakna jika semakin luas self assesment system naik maka 
nilai preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak 
badan akan naik. Sementara jika nilai self assesment system turun maka nilai 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan 
akan turun. 
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Penelitian terdahulu Harris; Topowijono & Sulasmiyati (2016) selaras 
dengan hasil penelitian ini. Hasil penelitian Harris; Topowijono & Sulasmiyati 
juga mengungkapkan adanya pengaruh self assesment system terhadap 
penerimaan pajak penghasilan badan.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan keterangan uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada 
pembahasan tersebut, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan 
secara lengkap yaitu sebagai berikut: 
1. Terdapat pengaruh yang positif antara penyuluhan perpajakan terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Nilai positif berarti jika penyuluhan 
perpajakan semakin sering, maka semakin besar kecenderungan preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan. Sementara 
jika nilai penyuluhan perpajakan turun, maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan turun juga. 
2. Terdapat pengaruh yang positif antara pelayanan fiskus terhadap preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Pengaruh positif berarti jika nilai pelayanan 
fiskus baik maka nilai preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan 
bagi wajib pajak badan akan naik. Sebaliknya jika nilai pelayanan fiskus 
turun maka nilai preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi 
wajib pajak badan akan turun juga. 
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3. Terdapat pengaruh yang positif antara tingkat kepatuhan terhadap preferensi 
tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Pengaruh positif berarti jika nilai tingkat 
kepatuhan semakin patuh wajib pajak maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan naik. 
Sebaliknya jika nilai tingkat kepatuhan turun maka nilai preferensi tentang 
pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan turun juga. 
4. Terdapat pengaruh yang positif antara self assesment system terhadap 
preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal. Nilai positif bermakna jika semakin 
luas self assesment system naik maka nilai preferensi tentang pemenuhan 
kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan naik. Sementara jika nilai 
self assesment system turun maka nilai preferensi tentang pemenuhan 
kewajiban perpajakan bagi wajib pajak badan akan turun. 
 
B. Saran 
Berdasarkan beberapa kesimpulan yang telah dijabarkan tersebut diatas, 
maka peneliti dapat memberikan beberapa saran yaitu sebagai berikut: 
1. Saran peneliti kepada KPP Pratama yaitu perlunya pihak fiskus melakukan 
beberapa hal seperti melayani wajib pajak secara cepat dan tanggap, tidak 
bertele-tele dalam melayani segala urusan perpajakan, dapat menyampaikan 
informasi yang sekiranya diperlukan oleh wajib pajak, menjaga hubungan 
baik, sopan santun serta amanah terhadap dana pajak yang disetorkan.  
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Selain itu pihak fiskus diharapkan juga dapat mengambil beberapa keputusan 
untuk meningkatkan penerimaan pajak badan di wilayah kerja KPP Pratama 
Kota Tegal. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan penyuluhan pajak 
secara kontinue, peningkatan pelayanan melalui pendidikan dan pelatihan 
khusus aparatur pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak serta memberikan 
motivasi, pengetahuan, keterampilan dalam sistem self assesment system. 
2. Saran peneliti kepada wajib pajak yaitu perlunya kesadaran dan pengetahuan 
yang cukup mengenai pajak dan manfaatnya. Para wajib pajak diharapkan 
semakin patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
yang berlaku. Para wajib pajak bisa melakukan pendaftaran sendiri, 
menghitung sendiri dan melaporkan kekayaan sendiri dengan kejujuran hati. 
Wajib pajak menyadari sepenuhnya terhadap arti pentingnya pembiayaan 
negara dan pembangunan nasional untuk kepentingan penyelenggaraan 
negara, kemakmuran rakyat dan memajukan perekonomian negara.  
3. Saran peneliti terhadap penelitian selanjutnya yaitu perlunya menambah 
beberap variabel independen dalam penelitian ini. Hal ini bertujuan agar hasil 
penelitian akan menjadi semakin komplek. Beberapa variabel independen 
yang mungkin ditambah yaitu tax avoidance (penghindaran pajak), tax 
amnesty (pengampunan pajak), pemeriksaan dan penagihan pajak.  
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Lampiran 1 
KUESIONER PENELITIAN 
 PENGARUH PENYULUHAN PERPAJAKAN,  
PELAYANAN FISKUS, TINGKAT KEPATUHAN DAN  
SELF ASSESMENT SYSTEM TERHADAP  
PREFERENSI TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN 
BAGI WAJIB PAJAK BADAN 
 
Kepada Yth:  
Bapak / Ibu Pemilik Perusahaan  
di-  
   Wilayah Kerja KPP Pratama Kota Tegal 
  
Dengan hormat,  
Dalam rangka memenuhi tugas skripsi saya di Universitas Pancasakti Tegal 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, maka dengan segala kerendahan 
hati saya sangat mengharapkan tanggapan Bapak/Ibu pemilik perusahaan atau 
badan usaha terhadap beberapa pernyataan yang tersedia dalam kuesioner 
dibawah ini. Pengumpulan data ini semata-mata hanya akan digunakan untuk 
maksud penyusunan skripsi dan akan dijamin kerahasiaannya.  
Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas 
bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam 
pengisian kuesioner ini.  
Hormat Saya, 
 
 
 
SYAH JAUHAR NAFIS 
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KUESIONER PENELITIAN 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN  
1. Jenis Kelamin  = 
2. Usia Pemilik = 
3. Lama Usaha  =  
 
B. PETUNJUK PENGISIAN  
1. Mohon memberi tanda silang (X) pada jawaban yang Bapak/Ibu anggap 
paling sesuai dan mohon mengisi bagian yang membutuhkan jawaban tertulis.  
2. Setelah mengisi kuesioner ini mohon Bapak/Ibu dapat memberikan kembali 
kepada yang menyerahkan kuesioner ini pertama kali.  
3. Keterangan Alternatif Jawaban dan Skor :  
a. SS = Sangat Setuju  
b. S  =  Setuju 
c. KS = Kurang Setuju 
d. TS  =  Tidak Setuju  
e. STS  =  Sangat Tidak Setuju  
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KUESIONER PREFERENSI TENTANG PEMENUHAN KEWAJIBAN 
PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN 
No Pernyataan Kuesioner SS S KS TS STS 
1 
Saya memiliki rasa kesadaran dan 
nasionalisme yang tinggi untuk membayar 
wajib pajak. Hal ini karena kesadaran wajib 
pajak merupakan faktor fundamental terhadap 
tumbuhnya penerimaan pajak 
          
2 
Saya memiliki kepedulian yang tinggi dalam 
membayar pajak, karena saya  menyadari 
bahwa pajak berperan guna kemajuan bangsa 
dan negara 
          
3 
Tingkat pengetahuan saya terhadap peraturan 
pajak dapat menjadikan motivasi dalam 
membayar pajak 
          
4 
Kejelasan dan kesederhanaan peraturan 
perpajakan dapat mendorong saya untuk 
membayar pajak 
          
5 
Peraturan pajak yang mudah dimengerti bisa 
membuat saya semakin giat dalam membayar 
pajak 
          
6 
Saya akan semakin giat membayar pajak jika 
terdapat sanksi pelanggaran bagi wajib pajak 
yang tidak membayar pajak  
          
7 Kemudahan saya untuk membayar pajak akan meningkatkan penerimaan pajak            
8 
Saya sangat menyetujui jika pemerintah 
memberikan prioritas utama pada perbaikan 
sistem administrasi pajak  
          
9 
Saya beranggapan bahwa pemilihan sarana 
sistem administrasi yang tepat dalam 
perpajakan akan mendorong wajib pajak untuk 
membayar pajak 
          
10 
Adanya kerja sama pihak pemerintah dengan 
outlet pembayaran pajak akan memudahkan 
saya dalam membayar pajak 
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KUESIONER PENYULUHAN PERPAJAKAN 
No Pernyataan Kuesioner SS S KS TS STS 
1 
Kegiatan seminar merupakan faktor yang 
sangat penting untuk membangun pemahaman 
saya dalam membayar pajak 
          
2 
Dalam rangka membangun pemahaman saya 
untuk membayar pajak, kegiatan workshop 
perlu dilakukan kepada wajib pajak 
          
3 
Bimbingan teknik perlu dilakukan untuk 
membangun pemahaman saya dalam 
membayar pajak 
          
4 
Adanya kelas pajak merupakan faktor yang 
sangat penting untuk membangun pemahaman 
saya dalam membayar pajak 
          
5 
Saya dapat menjadi paham terhadap peraturan 
perpajakan karena adanya penyuluhan 
perpajakan di radio  
          
6 
Televisi merupakan media yang tepat untuk 
memberikan pengetahuan perpajakan kepada 
saya sebagai wajib pajak 
          
7 
Penyuluhan perpajakan melalui buku 
merupakan sarana yang tepat untuk 
memberikan pemahaman perpajakan pada saya 
          
8 
Internet merupakan sarana media online yang 
memiliki jangkauan sangat luas untuk 
memberikan pemahaman perpajakan bagi saya 
          
9 
Penyuluhan perpajakan melalui media face 
book merupakan sarana yang tepat untuk 
memberikan pemahaman perpajakan bagi saya 
yang menyukai jejaring sosial 
          
10 
Publisitas merupakan sarana yang tepat bagi 
saya sebagai wajib pajak untuk meningkatkan 
pemahaman perpajakan 
          
 
 
 
 
 
 
 
87 
 
 
 
KUESIONER PELAYANAN FISKUS 
No Pernyataan Kuesioner SS S KS TS STS 
1 
Saya menyetujui bahwa fasilitas fisik berupa 
bangunan gedung yang memadai merupakan 
sarana yang tepat dalam membangun 
pelayanan perpajakan 
          
2 
Sarana komunikasi merupakan sarana yang 
tepat untuk menyampaikan informasi, ide dan 
gagasan perpajakan kepada saya 
          
3 
Pihak fiskus dapat melayani saya sebagai 
wajib pajak dengan cepat berkenaan dengan 
segala urusan perpajakan 
          
4 Saya merasa sangat puas atas pelayanan perpajakan pihak fiskus kepada wajib pajak           
5 Pihak fiskus sangat cepat tanggap dalam melayani segala urusan perpajakan saya           
6 Pihak fiskus tidak bertele-tele dalam melayani segala urusan perpajakan saya           
7 Pihak fiskus sangat menjaga kesopanan dalam melayani saya sebagai wajib pajak           
8 
Saya meyakini bahwa pihak fiskus memiliki 
sifat dapat dipercaya untuk memegang amanah 
perpajakan demi pembangunan nasional 
          
9 
Saya menyakini bahwa hubungan baik antar 
wajib pajak dengan aparatur pajak sekarang ini 
sangat terjaga dengan baik 
          
10 
Saya menyakini bahwa komunikasi yang 
terjalin sekarang ini sangat bagus antara wajib 
pajak dengan aparatur pajak  
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KUESIONER TINGKAT KEPATUHAN 
No Pernyataan Kuesioner SS S KS TS STS 
1 Perusahaan saya selalu tepat waktu dalam menyampaikan SPT tahunan perpajakan           
2 
Sebagai wajib pajak perusahaan saya tidak 
pernah terlambat dalam menyampaikan SPT 
tahunan selama tiga tahun berturut-turut  
          
3 
Perusahaan saya perlu menyampaikan surat 
pemberitahuan keterlambatan apabila saya  
terlambat membayar dalam membayar pajak  
          
4 Perusahaan saya tidak pernah menunggak dalam membayar pajak           
5 Perusahaan saya tidak pernah terkena sanksi denda berkaitan dengan pajak           
6 Laporan keuangan perusahaan saya senantiasa diaudit oleh pihak akuntan publik           
7 Laporan keuangan perusahaan saya senantiasa diaudit oleh audior pemerintah           
8 Perusahaan saya tidak pernah terkena sanksi denda berkaitan dengan pajak           
9 
Perusahaan saya tidak pernah melakukan 
tindakan yang memiliki keterkaitan dengan 
penghindaran pajak 
          
10 Perusahaan saya tidak pernah melakukan manipulasi data berkaitan dengan perpajakan           
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KUESIONER SELF ASSESMENT SYSTEM 
No Pernyataan Kuesioner SS S KS TS STS 
1 
Saya mendaftarkan sendiri pajak perusahaan 
saya  dengan cara mengisi SPT dan 
mencantumkan kedudukan pajak 
          
2 Saya mendaftarkan sendiri pajak perusahaan saya  melalui media online           
3 Perusahaan saya telah memiliki NPWP           
4 
Saya berusaha untuk selalu menghitung sendiri 
besarnya pajak perusahaan saya setiap 
tahunnya 
          
5 Saya dapat menghitung sendiri besarnya kredit pajak jika pembayaran pajak diangsur           
6 Saya akan melakukan pembayaran sendiri pajak terutang perusahaan saya            
7 Saya dapat membayar pajak sendiri melalui bank maupun kantor pos           
8 Saya dapat melakukan perhitungan sendiri atas pemotongan pajak yang semestinya dilakukan           
9 
Saya selalu berusaha untuk melakukan 
pelaporan sendiri kepada aparatur pajak 
berkaitan dengan pemotongan pajak dari 
perusahaan saya 
          
10 
Saya selalu rutin melakukan pelaporan atas 
harta kekayaan perusahaan saya  kepada 
aparatur pajak 
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Lampiran 2 
Hasil Jawaban Instrumen Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban 
Perpajakan Bagi Wajib Pajak 
Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10
1 3 3 5 4 4 4 4 4 5 4 40
2 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 43
3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 34
4 4 5 4 4 5 3 3 5 4 4 41
5 4 5 3 3 4 3 3 3 3 3 34
6 4 5 4 3 4 4 4 5 3 3 39
7 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 37
8 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 45
9 3 3 5 3 4 4 3 3 4 4 36
10 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 35
11 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 44
12 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 44
13 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 41
14 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 38
15 4 4 4 4 3 3 4 3 5 4 38
16 3 3 3 4 3 3 4 3 5 4 35
17 4 5 3 5 4 4 5 4 5 5 44
18 4 5 3 5 3 3 3 3 4 4 37
19 5 5 4 5 3 4 3 5 4 4 42
20 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 37
21 4 4 3 5 3 3 3 5 4 5 39
22 3 4 3 4 3 3 3 5 4 5 37
23 3 4 3 4 4 3 4 5 5 5 40
24 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 34
25 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32
26 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 45
27 4 4 5 3 3 3 5 3 4 5 39
28 5 5 4 3 5 3 3 5 5 3 41
29 4 4 4 5 5 4 5 3 4 3 41
30 3 4 3 3 4 3 4 3 5 3 35
31 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 36
32 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 46
33 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 42
34 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 34
35 4 3 4 5 5 3 3 3 3 4 37
36 3 5 5 4 3 5 4 5 4 3 41
37 5 5 3 4 5 5 3 5 3 3 41
38 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 42
39 3 4 3 5 3 5 4 4 5 4 40
40 4 4 5 4 5 5 3 3 5 4 42
Resp
Instrumen preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan 
Skor
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Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10
41 5 5 4 5 3 5 4 3 4 4 42
42 3 3 3 5 4 3 4 4 5 5 39
43 5 5 5 3 4 5 4 3 5 5 44
44 3 4 5 4 4 5 5 3 4 4 41
45 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48
46 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 46
47 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 46
48 3 3 5 3 4 4 4 4 3 3 36
49 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 36
50 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 35
51 5 5 5 3 4 4 5 4 4 4 43
52 3 4 3 3 3 3 3 3 5 3 33
53 4 5 4 2 3 4 3 3 3 4 35
54 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 42
55 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 37
56 5 5 5 4 4 4 5 4 3 3 42
57 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 34
58 4 4 4 5 4 3 3 3 3 3 36
59 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 40
60 5 5 3 4 4 3 5 4 4 4 41
61 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 46
62 3 4 4 4 3 4 5 4 5 5 41
63 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 45
64 3 5 4 5 3 3 4 3 3 3 36
65 4 4 4 4 4 3 4 4 3 5 39
66 3 4 3 3 3 3 3 5 4 3 34
67 4 5 3 4 5 3 3 4 5 5 41
68 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 33
69 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 44
70 5 5 4 4 5 4 5 4 5 3 44
71 4 4 5 4 3 5 4 5 4 3 41
72 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 33
73 5 4 5 4 5 5 4 3 5 5 45
74 4 5 3 3 4 4 3 3 3 3 35
75 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 46
76 3 5 3 3 3 3 3 3 5 4 35
77 5 4 3 3 4 3 3 3 5 3 36
78 4 4 4 4 5 4 5 3 4 5 42
79 3 3 5 5 3 4 5 5 5 5 43
80 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 32
Resp
Instrumen preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan
Skor
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Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Y.10
81 3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 43
82 5 4 3 4 5 5 4 4 3 4 41
83 4 5 3 4 5 3 4 3 5 5 41
84 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 34
85 3 5 3 4 3 4 4 3 3 4 36
86 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 44
87 5 5 4 4 4 3 5 4 5 5 44
88 4 4 4 4 4 3 4 5 4 3 39
89 5 4 3 4 4 3 4 4 3 5 39
90 4 5 4 3 4 3 3 4 3 3 36
91 5 5 3 5 5 5 3 5 4 3 43
92 3 5 4 5 5 3 5 5 3 3 41
93 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 43
94 2 4 5 4 5 5 5 3 4 4 41
95 3 3 5 3 3 5 4 3 4 4 37
96 3 5 4 3 3 4 3 3 4 3 35
97 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 33
98 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 32
99 3 4 5 5 4 5 5 3 5 5 44
100 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 33
Resp
Instrumen preferensi tentang pemenuhan kewajiban perpajakan 
Skor
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Lampiran 3 
Hasil Jawaban Instrumen Penyuluhan Perpajakan 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10
1 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 42
2 5 4 5 5 3 4 5 4 5 4 44
3 4 3 3 3 3 3 3 3 5 4 34
4 3 5 5 3 4 4 5 4 3 4 40
5 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 33
6 3 3 5 5 3 3 3 4 5 5 39
7 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 36
8 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 47
9 4 5 3 4 3 3 5 3 3 3 36
10 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33
11 5 3 3 3 5 3 3 3 3 5 36
12 4 3 5 3 5 5 5 5 3 5 43
13 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 41
14 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 37
15 5 3 5 3 5 3 3 3 4 4 38
16 5 4 3 3 3 4 3 3 3 3 34
17 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 45
18 3 3 4 4 5 3 4 4 5 4 39
19 3 3 5 3 4 4 5 4 5 5 41
20 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 47
21 3 3 4 5 3 3 3 4 4 4 36
22 5 4 4 5 4 3 4 3 3 3 38
23 5 5 5 4 3 3 4 3 3 4 39
24 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 34
25 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 31
26 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 47
27 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 46
28 4 4 3 5 4 4 5 5 3 3 40
29 5 4 5 3 5 3 4 5 3 3 40
30 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 33
31 3 3 5 3 3 3 3 5 5 3 36
32 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 47
33 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 45
34 3 3 3 4 4 5 3 3 3 3 34
35 4 5 4 3 3 5 4 3 3 3 37
36 3 3 5 4 4 4 5 4 4 4 40
37 4 5 5 3 4 5 3 4 3 4 40
38 3 5 5 4 5 3 3 4 5 4 41
39 3 3 3 4 3 5 5 3 5 5 39
40 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 46
Resp
Instrumen Penyuluhan Perpajakan
Skor
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X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10
41 5 4 5 5 4 5 3 3 4 3 41
42 5 3 4 4 5 3 3 3 4 4 38
43 5 5 5 5 3 5 4 3 3 5 43
44 5 5 3 3 3 5 5 3 4 4 40
45 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 45
46 5 5 5 5 4 5 5 3 3 4 44
47 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 44
48 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 35
49 5 3 4 5 3 4 3 3 3 3 36
50 4 3 4 3 4 3 3 4 5 3 36
51 5 5 5 3 4 4 3 4 4 3 40
52 4 3 4 5 5 4 4 3 5 3 40
53 3 3 3 4 5 3 3 3 5 3 35
54 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 45
55 4 3 3 3 5 5 3 3 3 5 37
56 4 4 4 5 5 3 5 3 5 4 42
57 3 3 3 3 4 3 5 3 3 3 33
58 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 33
59 5 3 4 3 4 5 4 3 3 5 39
60 4 3 5 4 3 3 4 5 4 5 40
61 5 5 5 5 3 3 5 4 5 5 45
62 3 5 3 5 3 4 5 4 4 5 41
63 5 5 4 5 3 5 5 4 3 5 44
64 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 34
65 5 3 4 4 3 5 3 5 3 3 38
66 3 3 3 3 3 4 4 5 3 3 34
67 5 5 4 5 3 3 4 3 4 4 40
68 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3 36
69 4 4 4 5 4 5 5 5 3 4 43
70 4 4 4 5 5 3 5 4 5 4 43
71 5 3 4 4 5 4 3 5 4 3 40
72 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 32
73 4 4 5 5 5 4 3 5 4 5 44
74 3 3 3 3 4 3 3 5 5 3 35
75 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 45
76 3 4 5 4 4 3 3 3 3 3 35
77 4 3 5 3 5 4 3 3 3 3 36
78 3 3 5 3 5 4 4 5 5 4 41
79 4 3 5 5 4 3 3 3 5 5 40
80 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 33
Resp
Instrumen Penyuluhan Perpajakan
Skor
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X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10
81 4 4 5 4 5 3 4 3 5 5 42
82 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 40
83 5 5 3 3 3 3 4 5 3 5 39
84 4 5 3 3 4 4 3 5 5 4 40
85 4 4 3 4 3 4 5 3 3 3 36
86 5 5 3 4 5 3 5 5 5 5 45
87 4 4 5 5 5 3 3 5 5 4 43
88 3 4 5 5 3 4 3 3 3 5 38
89 5 5 3 3 4 3 5 4 3 3 38
90 4 3 5 5 3 3 3 3 4 3 36
91 5 4 3 3 5 3 5 5 5 5 43
92 4 3 4 5 5 3 3 4 5 4 40
93 3 3 5 5 5 5 4 5 4 3 42
94 4 3 3 5 4 4 3 4 5 5 40
95 5 5 3 5 5 5 5 5 4 5 47
96 5 3 3 4 5 3 3 3 5 3 37
97 5 3 4 3 5 3 3 3 3 3 35
98 3 3 5 3 3 3 3 3 4 3 33
99 4 3 5 5 3 5 3 5 5 5 43
100 4 5 5 5 3 5 3 3 4 3 40
Resp
Instrumen Penyuluhan Perpajakan
Skor
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Lampiran 4 
Hasil Jawaban Instrumen Pelayanan Fiskus 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10
1 5 4 4 3 3 5 4 5 3 4 40
2 5 4 4 4 3 5 5 5 3 5 43
3 3 3 4 4 3 5 3 4 5 3 37
4 3 3 5 3 4 5 5 5 5 5 43
5 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 36
6 3 3 4 3 4 5 5 5 5 4 41
7 3 5 3 3 4 4 3 5 4 3 37
8 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 46
9 5 3 3 4 5 5 3 3 4 4 39
10 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 38
11 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 45
12 5 5 5 5 3 5 5 4 4 5 46
13 4 5 5 5 3 5 4 5 4 3 43
14 3 5 5 5 3 3 3 5 5 3 40
15 4 5 3 4 4 4 4 5 3 5 41
16 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 34
17 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 45
18 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 40
19 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 44
20 4 4 3 4 5 4 3 3 3 3 36
21 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 41
22 5 4 3 3 4 3 4 4 5 5 40
23 5 4 4 3 4 4 5 3 5 5 42
24 3 3 5 3 4 3 4 4 4 4 37
25 4 3 3 3 3 5 3 3 4 3 34
26 5 5 5 5 5 5 4 5 5 3 47
27 3 4 4 5 5 5 3 3 5 3 40
28 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 43
29 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 43
30 3 4 4 4 5 3 3 4 3 3 36
31 4 5 3 3 5 3 4 4 5 3 39
32 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 44
33 4 4 5 3 4 4 4 3 5 3 39
34 5 3 4 3 3 5 3 3 3 3 35
35 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 40
36 5 3 3 5 5 4 5 3 5 5 43
37 5 5 4 4 3 3 5 4 5 5 43
38 5 5 4 5 3 4 5 4 4 5 44
39 4 4 5 5 5 5 3 4 3 4 42
40 3 5 5 5 5 5 4 5 3 5 45
Resp
Instrumen Pelayanan Fiskus
Skor
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X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10
41 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5 44
42 3 3 4 5 5 3 4 5 5 4 41
43 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 46
44 3 5 5 5 5 4 3 5 5 3 43
45 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 48
46 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 46
47 5 4 4 5 5 5 3 5 5 4 45
48 4 5 3 4 4 4 3 5 4 3 39
49 5 3 4 4 4 4 3 4 5 3 39
50 5 3 3 3 3 5 3 4 5 3 37
51 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 45
52 3 3 3 3 3 5 4 3 4 4 35
53 4 4 4 5 3 3 3 3 5 4 38
54 4 3 4 5 5 4 5 4 3 3 40
55 3 3 5 4 3 5 4 5 4 4 40
56 5 4 5 5 5 4 3 4 5 3 43
57 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 36
58 3 5 3 5 4 3 3 5 5 3 39
59 5 5 3 5 5 3 5 3 5 3 42
60 4 5 5 5 5 3 3 5 5 3 43
61 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 48
62 4 5 5 5 5 5 3 5 3 4 44
63 4 5 5 5 5 3 5 5 3 5 45
64 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 37
65 5 3 4 4 3 5 3 4 5 5 41
66 4 4 3 5 3 4 3 4 4 3 37
67 5 3 5 4 4 4 4 5 4 5 43
68 3 3 3 5 4 3 3 5 3 4 36
69 5 5 5 3 5 4 4 5 5 5 46
70 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 46
71 3 5 5 4 4 5 4 5 4 4 43
72 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 33
73 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 47
74 4 3 3 5 3 5 5 3 4 3 38
75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 48
76 5 4 3 3 5 5 4 3 3 3 38
77 4 4 5 5 3 4 4 4 3 3 39
78 5 5 3 5 5 5 4 5 4 3 44
79 5 4 5 5 3 4 5 4 5 5 45
80 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33
Resp
Instrumen Pelayanan Fiskus
Skor
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X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10
81 4 5 5 4 5 4 5 5 5 3 45
82 4 5 4 5 5 5 3 5 4 3 43
83 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 45
84 4 3 5 3 3 4 3 4 4 3 36
85 4 4 4 5 3 4 3 3 4 5 39
86 5 5 4 5 5 5 3 5 3 5 45
87 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 46
88 3 5 3 3 5 5 4 4 5 4 41
89 4 5 5 4 3 5 3 3 5 4 41
90 5 3 4 3 3 3 5 4 4 5 39
91 5 5 5 5 5 4 3 5 3 4 44
92 4 5 4 4 4 3 5 5 4 3 41
93 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 45
94 5 5 4 3 5 4 3 5 5 4 43
95 5 4 5 3 3 3 4 4 3 5 39
96 4 3 3 5 5 3 3 4 3 5 38
97 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 34
98 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 34
99 5 5 4 5 5 5 3 5 4 5 46
100 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 34
Resp
Instrumen Pelayanan Fiskus
Skor
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Lampiran 5 
Hasil Jawaban Instrumen Tingkat Kepatuhan 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10
1 4 4 3 4 5 4 4 5 5 3 41
2 4 5 5 5 5 5 4 3 4 3 43
3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 33
4 3 5 5 4 4 3 4 5 3 3 39
5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 5 35
6 5 3 3 4 5 3 4 5 3 3 38
7 3 4 3 4 5 3 5 4 4 3 38
8 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 44
9 3 3 4 5 3 3 4 4 3 3 35
10 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 34
11 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 44
12 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 42
13 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 39
14 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 37
15 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 37
16 3 4 5 5 3 4 4 4 4 3 39
17 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 44
18 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 36
19 5 4 5 4 3 3 5 3 4 4 40
20 3 4 5 4 3 3 5 3 4 4 38
21 4 5 3 3 4 4 3 4 3 4 37
22 3 3 4 3 5 3 4 5 3 3 36
23 3 4 5 4 3 3 5 5 3 3 38
24 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 33
25 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 33
26 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 43
27 5 3 3 5 4 5 4 4 3 3 39
28 4 4 3 4 5 4 3 3 5 4 39
29 4 5 3 5 5 3 4 3 3 4 39
30 3 5 3 4 5 3 3 3 3 4 36
31 3 5 3 3 5 3 3 3 3 4 35
32 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 47
33 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 47
34 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 34
35 3 3 4 5 4 4 3 4 3 4 37
36 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 39
37 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 39
38 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 40
39 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4 38
40 3 4 4 5 5 3 4 3 3 4 38
Resp
Instrumen Tingkat Kepatuhan
Skor
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X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10
41 3 5 5 5 3 4 4 4 4 3 40
42 3 3 5 3 3 4 4 3 5 4 37
43 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 42
44 5 3 4 4 5 3 3 4 3 5 39
45 5 5 5 4 5 5 5 5 5 3 47
46 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46
47 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 46
48 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 34
49 3 3 3 4 3 3 4 4 3 5 35
50 3 5 3 5 3 3 3 4 3 3 35
51 5 5 3 5 4 3 4 5 4 3 41
52 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 33
53 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 34
54 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 44
55 3 3 5 4 4 3 3 4 4 3 36
56 3 4 5 4 4 4 4 4 5 4 41
57 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35
58 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 35
59 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 38
60 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 39
61 5 3 3 5 4 5 5 4 5 5 44
62 4 5 3 3 3 5 3 4 5 5 40
63 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 46
64 3 3 3 4 3 3 5 3 5 5 37
65 4 3 5 4 4 4 3 3 3 4 37
66 3 3 3 5 3 3 3 3 3 4 33
67 4 3 5 3 5 3 3 3 5 5 39
68 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 33
69 3 5 5 5 5 4 3 4 5 3 42
70 5 4 4 5 3 4 4 4 4 5 42
71 4 3 3 5 4 5 3 4 5 3 39
72 3 3 3 3 3 5 3 4 5 4 36
73 3 5 5 4 5 5 3 5 5 3 43
74 3 3 5 3 3 3 5 3 3 3 34
75 5 4 4 5 5 5 4 4 3 5 44
76 3 3 4 3 3 3 4 3 3 5 34
77 3 4 5 3 3 3 5 3 3 3 35
78 4 3 3 3 4 5 4 5 4 5 40
79 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 41
80 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 33
Resp
Instrumen Tingkat Kepatuhan
Skor
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X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3.8 X3.9 X3.10
81 4 4 4 3 4 5 5 3 5 4 41
82 5 4 3 3 4 4 3 4 5 4 39
83 3 4 3 5 3 4 5 3 3 5 38
84 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 33
85 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 35
86 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 44
87 5 4 5 4 3 3 5 3 5 5 42
88 3 3 3 5 3 3 3 5 5 5 38
89 5 4 4 3 3 5 3 3 4 3 37
90 3 3 5 4 3 3 4 3 3 4 35
91 4 5 3 3 5 5 4 3 5 5 42
92 3 4 3 5 4 5 4 5 5 4 42
93 3 5 5 5 4 3 3 5 3 5 41
94 3 5 3 3 5 3 3 5 4 5 39
95 5 3 4 3 3 3 4 3 3 4 35
96 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 34
97 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 35
98 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 33
99 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 42
100 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 33
Resp
Instrumen Tingkat Kepatuhan
Skor
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Lampiran 6 
Hasil Jawaban Instrumen Self Assesment System 
X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10
1 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 46
2 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 45
3 5 4 3 4 3 4 4 3 3 3 36
4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 3 43
5 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 38
6 4 4 4 4 3 5 3 3 4 3 37
7 5 4 4 4 3 5 3 3 4 3 38
8 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 45
9 5 4 4 4 4 5 3 3 5 4 41
10 5 4 4 4 3 5 3 3 5 4 40
11 5 4 4 4 3 4 3 3 5 4 39
12 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 45
13 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 45
14 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 42
15 5 4 3 3 4 4 5 5 5 5 43
16 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 36
17 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 38
18 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 42
19 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 40
20 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 38
21 3 4 5 5 4 5 4 5 4 4 43
22 3 4 5 4 4 5 4 5 4 4 42
23 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 44
24 4 5 5 3 3 5 4 3 4 3 39
25 4 5 4 3 3 5 3 3 3 3 36
26 4 5 5 4 3 5 4 3 3 3 39
27 4 5 5 4 3 5 5 4 5 3 43
28 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 45
29 4 5 5 4 4 5 5 5 5 3 45
30 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 38
31 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 41
32 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 46
33 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 33
34 3 4 5 4 3 4 4 3 4 5 39
35 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 42
36 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 45
37 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 44
38 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 46
39 5 4 5 5 4 3 3 5 5 5 44
40 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 44
Resp Instrumen Self Assesment System Skor
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X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10
41 5 5 5 3 3 5 4 5 5 4 44
42 5 3 3 4 5 5 3 5 5 5 43
43 5 4 5 3 5 5 5 5 5 3 45
44 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 45
45 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 45
46 4 5 5 5 3 5 4 3 5 5 44
47 5 5 5 5 3 5 4 4 5 5 46
48 4 3 5 5 3 5 4 3 4 3 39
49 4 3 5 5 4 5 5 3 4 3 41
50 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 36
51 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 46
52 4 5 3 4 3 3 4 4 3 4 37
53 4 5 3 4 3 3 4 5 3 4 38
54 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 46
55 4 5 3 4 4 5 5 5 4 3 42
56 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 47
57 5 3 3 4 4 4 3 5 4 3 38
58 5 3 3 4 4 4 4 5 5 4 41
59 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4 42
60 5 4 5 4 5 4 4 5 5 4 45
61 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 41
62 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 39
63 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 33
64 3 4 4 3 4 5 5 4 3 4 39
65 4 4 5 3 5 5 5 4 4 4 43
66 3 4 4 3 5 5 4 4 4 3 39
67 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 45
68 4 3 3 3 5 4 5 3 4 3 37
69 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 46
70 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 48
71 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 45
72 3 3 3 4 5 3 4 5 3 4 37
73 4 4 5 5 5 3 5 5 5 5 46
74 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 40
75 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 44
76 3 3 3 5 4 5 5 4 4 4 40
77 4 3 3 5 4 5 5 4 4 4 41
78 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 46
79 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 46
80 4 2 5 3 5 5 3 4 3 4 38
Resp Instrumen Self Assesment System Skor
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X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4.8 X4.9 X4.10
81 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3 38
82 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 45
83 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 44
84 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 38
85 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 41
86 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43
87 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 42
88 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 43
89 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 43
90 5 5 5 5 4 4 3 3 3 4 41
91 5 4 5 5 4 4 3 3 3 3 39
92 5 5 4 3 5 3 4 5 5 4 43
93 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 45
94 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 45
95 4 5 4 4 5 4 3 4 4 4 41
96 3 5 3 4 5 3 5 4 5 3 40
97 4 3 3 3 3 5 3 3 4 5 36
98 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 34
99 5 5 4 3 5 5 4 5 4 5 45
100 4 3 5 3 3 3 5 3 3 5 37
Resp Instrumen Self Assesment System Skor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105 
 
 
 
Lampiran 7 
Uji Validitas Instrumen Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  
 PPh1 PPh2 PPh3 PPh4 PPh5 PPh6 PPh7 PPh8 PPh9 PPh10 Skor 
PPh1 Pearson Correlation 1 ,344** ,083 ,146 ,338** ,036 ,132 ,177 -,066 ,000 ,426** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,412 ,149 ,001 ,723 ,191 ,078 ,512 ,999 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh2 Pearson Correlation ,344** 1 ,030 ,173 ,112 ,097 ,141 ,160 ,074 -,026 ,399** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,764 ,085 ,269 ,338 ,162 ,111 ,465 ,796 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh3 Pearson Correlation ,083 ,030 1 ,222* ,255* ,471** ,505** ,222* ,137 ,181 ,613** 
Sig. (2-tailed) ,412 ,764  ,027 ,010 ,000 ,000 ,026 ,174 ,071 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh4 Pearson Correlation ,146 ,173 ,222* 1 ,231* ,134 ,375** ,362** ,173 ,316** ,610** 
Sig. (2-tailed) ,149 ,085 ,027  ,021 ,184 ,000 ,000 ,085 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh5 Pearson Correlation ,338** ,112 ,255* ,231* 1 ,130 ,251* ,233* ,078 ,075 ,530** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,269 ,010 ,021  ,199 ,012 ,020 ,439 ,458 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh6 Pearson Correlation ,036 ,097 ,471** ,134 ,130 1 ,312** ,038 -,006 ,081 ,449** 
Sig. (2-tailed) ,723 ,338 ,000 ,184 ,199  ,002 ,706 ,952 ,422 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh7 Pearson Correlation ,132 ,141 ,505** ,375** ,251* ,312** 1 ,245* ,273** ,338** ,695** 
Sig. (2-tailed) ,191 ,162 ,000 ,000 ,012 ,002  ,014 ,006 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh8 Pearson Correlation ,177 ,160 ,222* ,362** ,233* ,038 ,245* 1 ,072 ,104 ,518** 
Sig. (2-tailed) ,078 ,111 ,026 ,000 ,020 ,706 ,014  ,475 ,304 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh9 Pearson Correlation -,066 ,074 ,137 ,173 ,078 -,006 ,273** ,072 1 ,414** ,414** 
Sig. (2-tailed) ,512 ,465 ,174 ,085 ,439 ,952 ,006 ,475  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PPh10 Pearson Correlation ,000 -,026 ,181 ,316** ,075 ,081 ,338** ,104 ,414** 1 ,478** 
Sig. (2-tailed) ,999 ,796 ,071 ,001 ,458 ,422 ,001 ,304 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Skor Pearson Correlation ,426** ,399** ,613** ,610** ,530** ,449** ,695** ,518** ,414** ,478** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Lampiran 8 
Uji Validitas Instrumen Penyuluhan Perpajakan 
 PNY1 PNY2 PNY3 PNY4 PNY5 PNY6 PNY7 PNY8 PNY9 PNY10 Skor 
PNY1 Pearson Correlation 1 ,322** -,032 ,119 ,067 ,206* ,167 -,033 -,176 ,092 ,349** 
Sig. (2-tailed)  ,001 ,753 ,240 ,508 ,040 ,097 ,746 ,080 ,361 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY2 Pearson Correlation ,322** 1 ,113 ,227* -,056 ,345** ,493** ,166 -,054 ,238* ,582** 
Sig. (2-tailed) ,001  ,264 ,023 ,583 ,000 ,000 ,098 ,593 ,017 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY3 Pearson Correlation -,032 ,113 1 ,221* ,090 ,121 ,007 ,172 ,137 ,169 ,415** 
Sig. (2-tailed) ,753 ,264  ,027 ,375 ,232 ,941 ,087 ,174 ,093 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY4 Pearson Correlation ,119 ,227* ,221* 1 -,003 ,220* ,185 ,010 ,167 ,237* ,493** 
Sig. (2-tailed) ,240 ,023 ,027  ,980 ,028 ,065 ,924 ,097 ,018 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY5 Pearson Correlation ,067 -,056 ,090 -,003 1 ,007 ,080 ,151 ,243* ,066 ,334** 
Sig. (2-tailed) ,508 ,583 ,375 ,980  ,946 ,430 ,133 ,015 ,517 ,001 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY6 Pearson Correlation ,206* ,345** ,121 ,220* ,007 1 ,337** ,174 -,141 ,244* ,518** 
Sig. (2-tailed) ,040 ,000 ,232 ,028 ,946  ,001 ,083 ,162 ,015 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY7 Pearson Correlation ,167 ,493** ,007 ,185 ,080 ,337** 1 ,268** ,054 ,359** ,614** 
Sig. (2-tailed) ,097 ,000 ,941 ,065 ,430 ,001  ,007 ,593 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY8 Pearson Correlation -,033 ,166 ,172 ,010 ,151 ,174 ,268** 1 ,304** ,324** ,526** 
Sig. (2-tailed) ,746 ,098 ,087 ,924 ,133 ,083 ,007  ,002 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY9 Pearson Correlation -,176 -,054 ,137 ,167 ,243* -,141 ,054 ,304** 1 ,308** ,382** 
Sig. (2-tailed) ,080 ,593 ,174 ,097 ,015 ,162 ,593 ,002  ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PNY10 Pearson Correlation ,092 ,238* ,169 ,237* ,066 ,244* ,359** ,324** ,308** 1 ,628** 
Sig. (2-tailed) ,361 ,017 ,093 ,018 ,517 ,015 ,000 ,001 ,002  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Skor Pearson Correlation ,349** ,582** ,415** ,493** ,334** ,518** ,614** ,526** ,382** ,628** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Lampiran 9 
Uji Validitas Instrumen Pelayanan Fiskus 
 PLY1 PLY2 PLY3 PLY4 PLY5 PLY6 PLY7 PLY8 PLY9 PLY10 Skor 
PLY1 Pearson Correlation 1 ,161 ,060 ,078 ,089 ,174 ,135 -,034 ,030 ,189 ,397** 
Sig. (2-tailed)  ,110 ,554 ,440 ,377 ,083 ,182 ,734 ,764 ,060 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY2 Pearson Correlation ,161 1 ,317** ,304** ,400** ,055 ,093 ,448** ,165 ,004 ,634** 
Sig. (2-tailed) ,110  ,001 ,002 ,000 ,587 ,359 ,000 ,101 ,969 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY3 Pearson Correlation ,060 ,317** 1 ,204* ,158 ,107 ,143 ,445** ,214* ,140 ,591** 
Sig. (2-tailed) ,554 ,001  ,042 ,115 ,289 ,157 ,000 ,032 ,163 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY4 Pearson Correlation ,078 ,304** ,204* 1 ,263** -,023 -,043 ,235* ,027 -,077 ,423** 
Sig. (2-tailed) ,440 ,002 ,042  ,008 ,821 ,670 ,019 ,793 ,443 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY5 Pearson Correlation ,089 ,400** ,158 ,263** 1 ,070 -,021 ,374** ,152 -,025 ,533** 
Sig. (2-tailed) ,377 ,000 ,115 ,008  ,488 ,837 ,000 ,132 ,805 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY6 Pearson Correlation ,174 ,055 ,107 -,023 ,070 1 -,097 ,093 ,058 -,028 ,300** 
Sig. (2-tailed) ,083 ,587 ,289 ,821 ,488  ,338 ,358 ,565 ,780 ,002 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY7 Pearson Correlation ,135 ,093 ,143 -,043 -,021 -,097 1 ,109 ,158 ,335** ,385** 
Sig. (2-tailed) ,182 ,359 ,157 ,670 ,837 ,338  ,280 ,117 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY8 Pearson Correlation -,034 ,448** ,445** ,235* ,374** ,093 ,109 1 ,225* ,132 ,643** 
Sig. (2-tailed) ,734 ,000 ,000 ,019 ,000 ,358 ,280  ,024 ,189 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY9 Pearson Correlation ,030 ,165 ,214* ,027 ,152 ,058 ,158 ,225* 1 -,011 ,426** 
Sig. (2-tailed) ,764 ,101 ,032 ,793 ,132 ,565 ,117 ,024  ,916 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
PLY10 Pearson Correlation ,189 ,004 ,140 -,077 -,025 -,028 ,335** ,132 -,011 1 ,353** 
Sig. (2-tailed) ,060 ,969 ,163 ,443 ,805 ,780 ,001 ,189 ,916  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Skor Pearson Correlation ,397** ,634** ,591** ,423** ,533** ,300** ,385** ,643** ,426** ,353** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
108 
 
 
 
Lampiran 10 
Uji Validitas Instrumen Tingkat Kepatuhan 
 TKP1 TKP2 TKP3 TKP4 TKP5 TKP6 TKP7 TKP8 TKP9 TKP10 Skor 
TKP1 Pearson Correlation 1 ,135 ,106 ,038 ,274** ,346** ,204* ,202* ,290** ,270** ,610** 
Sig. (2-tailed)  ,181 ,293 ,705 ,006 ,000 ,042 ,044 ,003 ,007 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP2 Pearson Correlation ,135 1 ,064 ,045 ,321** ,206* -,060 ,195 ,177 ,001 ,446** 
Sig. (2-tailed) ,181  ,527 ,655 ,001 ,040 ,556 ,052 ,079 ,989 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP3 Pearson Correlation ,106 ,064 1 ,124 ,102 ,007 ,247* ,027 ,139 ,009 ,384** 
Sig. (2-tailed) ,293 ,527  ,219 ,314 ,943 ,013 ,789 ,168 ,929 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP4 Pearson Correlation ,038 ,045 ,124 1 ,135 ,041 ,116 ,232* -,020 -,037 ,342** 
Sig. (2-tailed) ,705 ,655 ,219  ,182 ,685 ,250 ,020 ,842 ,713 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP5 Pearson Correlation ,274** ,321** ,102 ,135 1 ,264** -,073 ,279** ,249* ,068 ,560** 
Sig. (2-tailed) ,006 ,001 ,314 ,182  ,008 ,469 ,005 ,013 ,501 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP6 Pearson Correlation ,346** ,206* ,007 ,041 ,264** 1 ,016 ,282** ,446** ,048 ,564** 
Sig. (2-tailed) ,000 ,040 ,943 ,685 ,008  ,873 ,004 ,000 ,634 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP7 Pearson Correlation ,204* -,060 ,247* ,116 -,073 ,016 1 ,060 ,194 ,108 ,364** 
Sig. (2-tailed) ,042 ,556 ,013 ,250 ,469 ,873  ,552 ,054 ,287 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP8 Pearson Correlation ,202* ,195 ,027 ,232* ,279** ,282** ,060 1 ,240* ,007 ,525** 
Sig. (2-tailed) ,044 ,052 ,789 ,020 ,005 ,004 ,552  ,016 ,942 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP9 Pearson Correlation ,290** ,177 ,139 -,020 ,249* ,446** ,194 ,240* 1 ,170 ,613** 
Sig. (2-tailed) ,003 ,079 ,168 ,842 ,013 ,000 ,054 ,016  ,090 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
TKP10 Pearson Correlation ,270** ,001 ,009 -,037 ,068 ,048 ,108 ,007 ,170 1 ,344** 
Sig. (2-tailed) ,007 ,989 ,929 ,713 ,501 ,634 ,287 ,942 ,090  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Skor Pearson Correlation ,610** ,446** ,384** ,342** ,560** ,564** ,364** ,525** ,613** ,344** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Lampiran 11 
Uji Validitas Instrumen Self Assesment System 
 SAS1 SAS2 SAS3 SAS4 SAS5 SAS6 SAS7 SAS8 SAS9 SAS10 Skor 
SAS1 Pearson Correlation 1 ,243* ,109 ,156 ,106 ,136 -,105 ,071 ,317** ,080 ,440** 
Sig. (2-tailed)  ,015 ,279 ,121 ,294 ,178 ,300 ,482 ,001 ,429 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS2 Pearson Correlation ,243* 1 ,302** ,151 -,066 ,065 ,114 ,069 ,133 ,023 ,432** 
Sig. (2-tailed) ,015  ,002 ,134 ,517 ,521 ,258 ,497 ,186 ,822 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS3 Pearson Correlation ,109 ,302** 1 ,254* -,117 ,145 ,008 -,079 ,093 ,117 ,388** 
Sig. (2-tailed) ,279 ,002  ,011 ,245 ,149 ,936 ,432 ,359 ,247 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS4 Pearson Correlation ,156 ,151 ,254* 1 -,042 ,101 ,185 -,077 ,120 ,165 ,419** 
Sig. (2-tailed) ,121 ,134 ,011  ,680 ,319 ,066 ,448 ,236 ,101 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS5 Pearson Correlation ,106 -,066 -,117 -,042 1 -,057 ,276** ,528** ,323** ,167 ,451** 
Sig. (2-tailed) ,294 ,517 ,245 ,680  ,573 ,006 ,000 ,001 ,096 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS6 Pearson Correlation ,136 ,065 ,145 ,101 -,057 1 ,283** -,067 ,201* -,083 ,346** 
Sig. (2-tailed) ,178 ,521 ,149 ,319 ,573  ,004 ,508 ,045 ,411 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS7 Pearson Correlation -,105 ,114 ,008 ,185 ,276** ,283** 1 ,265** ,275** ,156 ,518** 
Sig. (2-tailed) ,300 ,258 ,936 ,066 ,006 ,004  ,008 ,006 ,121 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS8 Pearson Correlation ,071 ,069 -,079 -,077 ,528** -,067 ,265** 1 ,449** ,324** ,538** 
Sig. (2-tailed) ,482 ,497 ,432 ,448 ,000 ,508 ,008  ,000 ,001 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS9 Pearson Correlation ,317** ,133 ,093 ,120 ,323** ,201* ,275** ,449** 1 ,424** ,701** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,186 ,359 ,236 ,001 ,045 ,006 ,000  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
SAS10 Pearson Correlation ,080 ,023 ,117 ,165 ,167 -,083 ,156 ,324** ,424** 1 ,507** 
Sig. (2-tailed) ,429 ,822 ,247 ,101 ,096 ,411 ,121 ,001 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Skor Pearson Correlation ,440** ,432** ,388** ,419** ,451** ,346** ,518** ,538** ,701** ,507** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Lampiran 12 
Uji Reliabilitas Instrumen 
 
Instrumen Preferensi Tentang Pemenuhan Kewajiban Perpajakan  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,691 10 
 
 
Instrumen Penyuluhan Perpajakan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,639 10 
 
 
Instrumen Pelayanan Fiskus 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,605 10 
 
 
Instrumen Tingkat Kepatuhan 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,624 10 
 
 
Instrumen Self Assesment System 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,617 10 
 
